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PEDOMAN TRANSLITERASI 
Pedoman trasliterasi yang dipakai dalam penulisan skripsi di Fakultas 
Syariah Institut Agama Islam Negeri Surakarta didasarkan pada Keputusan 
Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan  RI Nomor 
158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi 
tersebut adalah : 
1. Konsonan 
Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab 
dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian 
dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf serta  
tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin adalah 
sebagai berikut : 
Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 
ا alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan 
ب ba B Be 
ت ta T Te 
ث s\a s\ Es (dengan titik di atas) 
ج jim J Je 
ح H}a h} Ha (dengan titik di 
bawah) 
خ kha kh Ka dan ha 
د dal d De 
ذ zal z\ Zet (dengan titik di atas) 
vii 
 
ر ra r Er 
ز zai z Zet 
س Sin s Es 
ش syin sy Es dan ye 
ص s}ad s} Es (dengan titik di 
bawah) 
ض d}ad d} De (dengan titik di 
bawah) 
ط t}a t} Te (dengan titik di 
bawah) 
ظ z}a z} Zet (dengan titik di 
bawah) 
ع ‘ain ...‘..... Koma terbalik di atas 
غ gain g Ge 
ف Fa f Ef 
ق qaf q Ki 
ك kaf k Ka 
ل lam l El 
م mim m Em 
ن nun n En 
و wau w We 
ه ha h Ha 
ء hamzah ...' ... Apostrop 
ى ya y Ye 
 
 
viii 
 
2. Vokal 
Vokal  bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal 
tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 
a. Vokal Tunggal 
Vokal Tunggal bahasa Arab  yang lambangnya berupa tanda  atau 
harakat, transliterasinya sebagai berikut :  
Tanda Nama Huruf Latin Nama 
 Fath}ah a A 
 Kasrah i I 
 Dammah u U 
 
Contoh :  
No Kata Bahasa Arab Transiterasi 
1. بتك Kataba 
2. ركذ Zukira 
3. بهذي Yazhabu 
 
b. Vokal Rangkap 
Vokal  rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan 
antara harakat dan huruf maka trasliterasinya gabungan huruf, yaitu : 
Tanda dan 
Huruf 
Nama Gabungan Huruf Nama 
ix 
 
ى ……أ Fathah dan ya Ai a dan i 
و ......أ Fathah dan 
wau 
Au a dan u 
    
  Contoh :  
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. فيك Kaifa 
2. لوح Haula 
 
3. Maddah 
Maddah atau vokal panjangyang lambangya berupa harakat dan huruf, 
transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut :  
Harakat dan 
Huruf  
Nama Huruf dan Tanda Nama 
ي …….أ Fathah dan 
alif atau ya 
a> a dan garis di atas 
ي …… أ Kasrah dan 
ya 
i> i  dan garis di atas 
و  ……. أ Dammah 
dan wau 
u> u dan garis di atas 
 
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. لاق Qa>la 
2. ليق Qi>la 
3. لوقي Yaqu>lu 
4. يمر Rama> 
x 
 
 
4. Ta Marbutah  
Trasliterasi untuk Ta Marbutah ada dua : 
a. Ta Marbutah hidup atauyangmendapatkan harakat fathah, kasrah 
atau dammahtrasliterasinya adalah /t/. 
b. Ta Marbutah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya 
adalah /h/. 
c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh 
kata yangmenggunakan kata sandang /al/  serta bacaan kedua kata 
itu terpisahmaka Ta Marbutah itu ditrasliterasikandengan /h/. 
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. لافطلأا ةضور Raud}ah al-at}fa>l/ raud}atul atfa>l 
2. ةحلط T{alhah 
 
5. Syaddah (Tasydid) 
Syaddah atau Tasydid  yang dalam sistem tulisan Arab  dilambangkan 
dengan sebuah tanda yaitu  tanda Syaddah atau Tasydid. Dalam transliterasi ini 
tanda Ssyaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama 
dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu.  
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Trasliterasi 
xi 
 
1.   بران  Rabbana 
2,   زنل  Nazzala 
 
6. Kata Sandang 
Kata sandang dalam bahasa Arab dilambankan dengan huruf yaitu  لا . 
Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang 
yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf 
Qamariyyah. 
Kata sandang yang diikuti oleh huruf  Syamsiyyah  ditrasliterasikan  
sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /l/  diganti dengan huruf yang sama   dengan 
huruf yang langsung mengikuti  kata sandang itu.  Sedangkan kata sandang yang 
diikuti oleh huruf Qamariyyah  ditrasliterasikan sesuai dengan aturan  yang 
digariskan di depan  dan sesuai dengan bunyinya. Baik didikuti dengan huruf 
Syamsiyyah atau Qomariyah,  kata sandang ditulis  dari kata yang mengikuti  dan 
dihubungkan dengan kata sambung.  
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1.   رلالج  Ar-rajulu 
2. للاجلا Al-Jala>lu 
7. Hamzah 
Sebagaimana telah di sebutkan di depan bahwa Hamzah ditranslitesaikan 
denga apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di akhir  kata. Apabila 
xii 
 
terltak di awal kata maka tidak dilambangkan karena  dalam tulisan Arab berupa 
huruf alif.  Perhatikan contoh-contoh berikut ini: 
No Kata Bahasa Arab Trasliterasi 
1. لكأ Akala 
2. نوذخأت ta'khuduna 
3. ؤنلا An-Nau'u 
 
8. Huruf Kapital 
Walaupun dalam sistem bahasa Arab  tidak mengenal huruf kapital, tetapi 
dalam trasliterinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku dalam EYD 
yaitu  digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat.  
Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka  yang ditulis dengan huruf 
kapital adalah  nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya. 
Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam 
tulisan Arabnya  memang lengkap demikian  dan kalau penulisan tersebut  
disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf  atau harakat yang dihilangkan, 
maka huruf kapital tidak digunakan.  
Contoh : 
No. Kalimat Arab Transliterasi 
 لوسر لاإ دحمم امو Wa ma> Muhaamdun illa> rasu>l 
 نيملاعلا بر لله دمحلا Al-hamdu lillhi rabbil 'a>lami>na 
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9. Penulisan Kata 
Pada dasarnya setiap katabaik fi’il, isimmaupun hurufditulis terpisah. 
Bagi kata-kata tetentu  yang penulisannya dengan huruf Arab  yang sudah lazim 
dirangkaikandengan kata lain karena ada huruf atau harakatyang 
dihilangkanmaka penulisan kata tersebut dalam transliterasinyabisa dilakukan 
dengan dua cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkaikan. 
Contoh: 
No Kalimat Bahasa Arab Transliterasi 
 ينقزارلايرخ وله الله نإو Wa innalla>ha lahuwa khair ar-ra>ziqi>n/ Wa 
innalla>ha lahuwa khairur-ra>ziqi>n 
 
 نازيملاو ليكلا اوفوأف Fa aufu> al-Kaila wa al-mi>za>na/ Fa auful-
kaila wal mi>za>na  
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MOTTO 
                    
                 
 
“ Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan 
kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari 
pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang 
banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-
Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan 
silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu”. (Q.S. 
An-Nisa’(4): 1) 
 
 
 
اهطسوا روملأا يرخ 
 
 
“Sebaik-baik perkara adalah pertengahannya” 
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ABSTRAK 
 
Ikfina Maradhatika, NIM: 132121051, “KEKERASAN DALAM RUMAH 
TANGGA SEBAGAI ALASAN TERJADINYA PERCERAIAN DALAM 
(Studi Analisis Putusan di Pengadilan Agama Sukoharjo Tahun 2016)”. 
 
Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah salah satu faktor penyebab perceraian 
di Pengadilan Agama Sukoharjo. Menurut Catatan Tahunan (Catahu) Komnas 
Perempuan angka kasus kekerasan terhadap perempuan mengalami peningkatan 
dari tahun ke tahun. Catahu Komnas Perempuan mendapat sumber data dari 359 
Pengadilan Agama (mengunduh data dari laman BADILAG) dari 30 provinsi dan 
juga lembaga mitra pengadalayanan. Menurut kategorisasi penyebab perceraian 
dari Pengadilan Agama, faktor tidak ada keharmonisan menduduki angka tertinggi 
yaitu sebanyak 76.975 kasus daripada faktor-faktor lain pada tahun 2016-2017. 
Sedangkan penyebab kekejaman jasmani sebanyak 3.984 kasus, kekejaman 
mental sebanyak 605 kasus. Meski jumlah kasus kategori kekejaman jasmani dan 
kekejaman mental relatif kecil dibandingkan kategori lain namun merupakan 
bukti faktor kekerasan dalam rumah tangga sebagai penyebab perceraian. 
Kategori lain seperti “tidak ada keharmonisan” dan “tidak tanggung jawab” 
bermakna luas, banyak hal dapat tercakup di dalamnya termasuk KDRT. 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk-bentuk kekerasan 
dalam rumah tangga yang menjadi faktor penyebab terjadinya  perceraian di 
Pengadilan Agama Sukoharjo. Kemudian pertimbangan hakim dalam memeriksa 
perkara perceraian yang disebabkan oleh faktor kekerasan dalam rumah tangga. 
Sedangkan jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan dengan sumber data 
yang diambil dari Pengadilan Agama Sukoharjo dan data-data kepustakaan. 
Dilakukan dengan teknik pengumpulan data dokumentasi dan dari bahan-bahan 
tertulis berupaUndang-Undang dan sumber-sumber tertulis lainnya yang relevan 
dengan penelitian ini. 
Berdasarkan hasil penelitian adalah: 1. Bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah 
tangga yangmenjadi alasan terjadinya perceraian di Pengadilan Agama Sukoharjo 
telah dijelaskan dalam Pasal 5 Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang 
Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yakni kekerasan fisik, kekerasan 
psikis dan penelantaran rumah tangga;2.Majelis Hakim dalam mempertimbangkan 
gugatan perceraian dalam kedua putusan yang peneliti dapatkan, menggunakan 
Pasal 116 huruf f tentang perselisihan suami istri dan rumah tangganya tidak ada 
harapan lagi, seharusnya Majelis Hakim menggunakan Pasal 116 huruf d tentang 
kekejaman atau aniaya yang dilakukan oleh salah satu pihak. Karena Majelis 
Hakim harus memperhatikan Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman 
Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, dimana hakim harus 
mengadili dengan asas non-diskriminasi. 
 
 
Kata Kunci: KDRT, Pertimbangan Hakim, Diskriminasi terhadap Perempuan 
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ABSTRACT 
 
Ikfina Maradhatika, NIM: 132121051, "VIOLENCE IN HOUSEHOLD AS A 
RESULT OF THE DESTRUCTION IN (Study of Decision Analysis at 
Sukoharjo Religious Court of 2016)". 
 
Domestic Violence is one of the factors causing divorce at the Sukoharjo 
Religious Court. According to Komnas Perempuan's Annual Record (Catahu), the 
number of cases of violence against women has increased from year to year. 
Catahu Komnas Perempuan has received data from 359 Religious Courts 
(downloading data from the BADILAG page) from 30 provinces as well as 
partner service agencies. According to the categorization of the divorce causes of 
the Religious Courts, the absence of harmony factors occupies the highest number 
of 76,975 cases than other factors in 2016-2017. While the causes of physical 
cruelty as many as 3.984 cases, mental cruelty as many as 605 cases. Although the 
number of cases of physical cruelty and mental cruelty is relatively small 
compared to other categories but is evidence of domestic violence in the cause of 
divorce. Other categories such as "no harmony" and "no responsibility" are broad-
ranging, many things can be included in it including domestic violence. 
The purpose of this study was to determine the forms of domestic violence that 
became the factor causing divorce in the Sukoharjo Religious Court. Then judge 
consideration in examining divorce cases caused by domestic violence factor. 
While this type of research is literature research with data sources taken from 
Sukoharjo Religious Court and bibliographic data. Done by data collection 
techniques of documentation and from written materials in the form of Laws and 
other written sources relevant to this research. 
Based on the results of the study are: 1. Forms of domestic violence that the 
reason for the divorce in Sukoharjo Religious Court have been described in 
Clause 5 of Law no. Law Assembly No. 23 of 2004 on the Elimination of 
Domestic Violence, namely physical violence, psychological violence and neglect 
of the household 2. Judges in considering divorce lawsuits in both decisions that 
researchers get, using Clause 116 letter f about husband and wife disputes and 
households do not exist again, the Assemblies of Judges should have used Clause 
116 letter d on cruelty or persecution committed by either party. Because the 
Panel of Judges must pay attention to the Regulation No. 3 of 2017 on the 
Guidance on Trial of Women in Conflict with the Law, where the judge must 
adjudicate on the principle of non-discrimination. 
 
 
Keywords: Domestic Violence, Judge Consideration, Discrimination against 
Women 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang 
Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang 
wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah 
tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.1 
Pertimbangan pasal tersebut adalah bahwa sebagai negara yang berdasarkan 
Pancasila sila pertama yaitu, Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan 
mempunyai hubungan yang agama, sehingga perkawinan tidak dilihat dari 
unsur lahir atau jasmani saja, akan tetapi perkawinan juga memiliki unsur 
batin atau rohani sehingga perkawinan memiliki peranan yang sangat penting. 
Dalam Islam sendiri pernikahan merupakan  Sunatullah, dan dianjurkan oleh 
Nabi Muhammad SAW. Tujuan perkawinan adalah untuk membangun tumah 
tangga yang bahagia, harmonis, dan sakinah. 
 Allah menjadikan mahluk-Nya semua ini dengan berpasang-
pasang, menjadikan manusia laki-laki dan perempuan, hikmahnya adalah 
supaya manusia hidup berpasang-pasangan, hidup sebagai suami isteri dan 
membangun rumah tangga yang damai dan teratur. Untuk itulah harus 
diadakan ikatan pertalian yang langgeng.  Secara ideal suatu perkawinan 
diharapkan bisa bertahan seumur hidup, artinya perceraian baru terjadi 
apabila diantara salahsatu suami atau isteri meninggal dunia. Akan tetapi 
                                                          
1  Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan 
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dalam kenyataanya pasangan suami istri tidak selamanya mengalami 
kehidupan rumah tangga yang sakinah.2 Adakalanya suami atau istri tidak 
melaksanakan kewajibannya atau terjadi perselisihan yang dapat 
membahayakan ikatan perkawinan. Keadaan tersebut biasanya bisa 
diselesaikan dengan cara damai, sehingga keduanya dapat rukun kembali, dan 
adakalanya persoalan tersebut menjadi berlarut-larut dan tidak dapat 
diselesaikan atau didamaikan kembali. Apabila perkawinan yang demikian 
tersebut dilanjutkan kembali, maka pembentukan keluarga yang bahagia, 
seperti yang sudah disyariatkan oleh agama pasti tidak akan terwujud, dan 
lebih ditakutkan lagi ada perpecahan antara keluarga kedua belah pihak.3 
Ikatan perkawinan yang sudah tidak mampu lagi untuk 
dipertahankan,rumah tangga yang mereka bina sudah tidak sesuai tujuan, 
tidak memberikan rasa damai, dan berbagai upaya telah dilakukan untuk 
memertahankan perkawinan tetapi tidak berhasil, maka Perceraian sebagai 
jalan keluar terbaik yang harus dilakukan. 
Perlu dinyatakan bahwa, meskipun Islam memperbolehkan 
perceraian (dengan syarat), itu bukan berarti agama Islam menyukainya atau 
sekurang-kurangnya bersikap pasif terhadap kemungkinan-kemungkinan 
yang terjadinya perceraian dari sebuah perkawinan, tetapi agama Islam tetap 
memandangnya sebagai sesuatu yang seharusnya tidak perlu terjadi. 
Perceraian diperbolehkan dalam Islam karena pernikahan dianggap 
sebagai sebuah kontrak yang dapat diputuskan baik karena kehendak 
                                                          
2 M. Quraish Shihab, Wawasan Al-Qur’an, (Jakarta: Mizan, 2016), hlm. 192, 208 dan 195 
3 Soemiyati, Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan, cet. ke 2, 
(Yogyakarta: Liberti,1986), hlm. 104. 
3 
 
keduanya atau karena kehendak salah satu pihaknya4. Dalam hukum Islam  
hak talak hanya ada pada suami, sedangkan cerai gugat dimiliki oleh suami 
dan istri. Seorang istri berhak menggugat cerai suaminya dengan cara 
membayar kembali mahar yang telah diberikan oleh suaminya. Karena hak 
talak ada pada suami, suami harus berhati-hati dalam menyatakan kata-kata 
yang dapat berakibat jatuhnya talak. Kata sindiran pun dapat menyebabkan 
jatuhnya talak jika diucapkan dengan niat untuk menceraikan isterinya.5 
Kekerasan dalam rumah tangga kerap menjadi faktor penyebab 
terjadinya perceraian. Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah setiap 
perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya 
kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan atau 
penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, 
pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam 
rumah tangga.6 
Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan 
dalam Rumah Tangga, secara tegas melarang segala bentuk kekerasan, 
sebagaimana ditentukan dalam pasal 5 bahwa “setiap orang dilarang 
melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup 
rumah tangganya, dengan cara:7 
a. Kekerasan fisik; 
                                                          
4 Ashgar Ali Enginer, Hak-Hak Perempuan dalam Islam. (Yogyakarta: LSPPA ( Lembaga 
Studi dan Pengembangan Perempuan dan Anak), hlm.183. 
5  Beni Ahmad Saebani, Fiqih Munakahat 2. (Bandung: CV Pustaka Setia 2010), hlm. 65. 
6  Pasal 1 Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam 
Rumah Tangga 
7 Subekti, Pokok-pokok Hukum Perdata, (Jakarta:Intermasa: 1989), hlm. 23. 
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b. Kekerasan psikis; 
c. Kekerasan seksual; atau 
d. Penelantaran rumah tangga” 
Larangan melakukan kekerasan dengan beberapa cara tersebut 
diatas, baik karena kekerasan fisik maupun kekerasan psikis, kekerasan 
seksual serta penelantaran terjadi dalam lingkup rumah tangga. Kekerasan 
fisik, seperti penganiayaan oleh suami terhadap istrinya merupakan contoh 
dari bentuk kekerasan yang dilarang. Dalam praktik dan beberapa kasus, 
kekerasan seperti yang dilakukan oleh suami terhadap istrinya dapat menjadi 
penyebab timbunya perceraian dengan segala konsekuensinya terhadap 
kelangsungan kehidupan rumah tangga.  
Aspek Hukum Perdata  yang lebih menonjol memberikan pusat 
perhatian ini, kekerasan dalam rumah tangga merupakan perbuatan yang 
melanggar dan mengingkari maksud dari tujuan perkawinan. Di dalam 
Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dinyatakan bahwa 
“Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang 
wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia 
dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”(Pasal 1). 
Penganiayaan suami terhadap isteri, bahkan kemungkinan terjadi 
pula sebaliknya, penganiayaan istri terhadap suami jelas bukan tujuan dari 
perkawinan, bahkan adanya penganiayaan seperti ini dapat menjadi salah satu 
alasan untuk bercerai. Dalam Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang 
Perkawinan pada pasal 38 bahwa “Perkawinan dapat diputus karena: 
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a. Kematian; 
b. Perceraian, dan 
c. Atas keputusan Pengadilan”. 
Sejalan dengan perkembangan zaman, dalam kenyataannya perkara  
perceraian yang masuk ke Pengadilan Agama pada umumnya mengalami 
peningkatan, dan yang lebih menjadi perhatian adalah perkara perceraian itu 
sebagaian besar diajukan oleh pihak istri. Hal ini perlu perhatian lebih, 
apakah ini faktor perempuan itu sendiri yang mengalami degenerasi moral 
atau faktor laki-laki sendiri yang menyebabkan banyaknya cerai gugat yang 
melebihi cerai talak, khususnya di Pengadilan Agama Sukoharjo. 
Menurut Catatan Tahunan (Catahu) Komnas Perempuan tahun 2017 
(kasus sejak tahun 2016 dan dikeluarkan pada Hari Perempuan Nasional 
tanggal 8 Maret 2017), dimana angka kasus kekerasan terhadap perempuan 
mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, khususnya sejak tahun 2010 
sampai 2015. Kemudian pada tahun 2017 atau dari keseluruhan kasus pada 
tahun 2016, angka kasus kekerasan terhadap perempuan mengalami 
penurunan. Catahu Komnas Perempuan mendapat sumber data dari 359 
Pengadilan Agama (mengunduh data dari laman BADILAG) dari 30 provinsi 
dan juga lembaga mitra pengadalayanan. Dari total 305.535 kasus yang 
diterima dan diselesaikan oleh Pengadilan Agama turun menjadi 245.548 
kasus. Sejak dikeluarkannya keputusan MA Nomor 144/KMA/SK/VIII/2007 
tentang Keterbukaan Informasi di lingkungan pengadilan, dapat dilihat 
adanya kemajuan dan kesungguhan Pengadilan Agama dalam 
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mendokumentasikan kasus-kasus yang ditangani oleh lembaga tersebut dalam 
kurun waktu tahun 2010-2015.8 Namun penurunan angka tesebut tidak serta 
merta diartikan bahwa kasus kekerasan terhadap perempuan ikut menurun. 
Disebutkan dalam Catahu Komnas Perempuan bahwa ada indikasi 
pendokumentasian kasus-kasus kekerasan terkendala masalah teknis 
komputer sehingga tidak semua kasus diunggah di website resmi PA di 
seluruh Indonesia. Di dalam Catahu Komnas Perempuan terdapat grafik 
penyebab perceraian menurut kategorisasi Pengadilan Agama. Terdapat tiga 
penyebab dengan angka yang lebih tinggi dibandingkan yang lain, yakni tidak 
ada keharmonisan sebanyak 76.975 kasus, kemudian tidak ada tanggung 
jawab sebanyak 60.370 kasus, dan penyebab ekonomi sebanyak 57.064. 
Sedangkan penyebab kekejaman jasmani sebanyak 3.984 kasus, kekejaman 
mental sebanyak 605 kasus, kawin di bawah umur 312 kasus dan kawin paksa 
1.304 kasus. Kategori kekejaman jasmani dan mental termasuk dalam 
kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dimana sangat mungkin jumlah 
tersebut hanya pucuk gunung es dari pernyebab perceraian dengan akar 
masalah KDRT. Demikian pula jumlah yang kecil untuk kategori kawin di 
bawah umur dan kawin paksa adalah pucuk gunung es dari kekerasan 
seksual.9 Terminologi yang digunakan PA dalam kategorisasi penyebab 
perceraian menunjukan sebuah fenomena penghalusan peristilahan yang 
dilakukan oleh Negara yang berdampak mengaburkan penyebab 
sesungguhnya dari perceraian. Meski jumlah kasus kategori kekejaman 
                                                          
8CATAHU (Catatan Tahunan) Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Prempuan 
(Komnas Perempuan)  Hlm. 11 
9Ibid. hlm. 15-16 
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jasmani dan kekejaman mental relatif kecil dibandingkan kategori lain namun 
merupakan bukti faktor kekerasan dalam rumah tangga sebagai penyebab 
perceraian. Kategori lain seperti “tidak ada keharmonisan” dan “tidak 
tanggung jawab” bermakna luas, banyak hal dapat tercakup di dalamnya 
termasuk KDRT.10 Hal ini ada kaitannya mengapa peneliti memilih 
Pengadilan Agama Sukoharjo sebagai sumber data penelitiannya. Untuk 
memudahkan peneliti mendapatkan data, peneliti memilih PA yang 
wilayahnya di Solo Raya. Dibandingkan PA Solo Raya yang lain (PA 
Karanganyar, PA Sragen, PA Wonogiri, PA Klaten, PA Boyolali) hanya PA 
Sukoharjo yang paling lengkap Laporan Tahunannya, sehingga dapat 
memudahkan peneliti mendapatkan data mengenai kasus-kasus KDRT. 
Selama tahun 2016 rata-rata perceraian di Pengadilan Agama 
Sukoharjo per hari sebanyak tiga hingga empat kasus. Sedangkan total 
keseluruhan ada 1.484 kasus. Kasus percerian di Pengadilan Agama 
Sukoharjo lebih didominasi pihak perempuan, sebanyak 849 kasus, 
sedangkan pengajuan cerai talak atau dari pihak laki-laki sebanyak 375 
kasus.Perceraian yang disidangkan di Pengadilan Agama Sukoharjo di 
sebabkan oleh sejumlah faktor. Sebanyak 675 kasus karena faktor tidak ada 
keharmonisan antara suami dan isteri. Faktor perceraian berikutnya karena 
tidak ada tanggung jawab sebanyak 360 kasus, faktor ekonomi 115 kasus, 
kekerasan dalam rumah tangga 3 kasus.11 Tiga kasus kekerasan dalam rumah 
                                                          
10Ibid. hlm. 17 
11Laporan Tahunan 2016 Pengadilan Agama Sukoharjo diakses melalui www.pa-
sukoharjo.go.id 
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tangga tersebut yakni dalam putusan Nomor 1344/Pdt.G/2016/PA.Skh, 
Nomor 113/Pdt.G/2016/PA.Skh dan Nomor 0667/Pdt.G/2015/PA.Skh. 
Berdasarkan uraian di atas maka penulis menetapkan judul 
“KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA SEBAGAI ALASAN 
TERJADINYA PERCERAIAN (Studi Analisis Putusan di Pengadilan 
Agama Sukoharjo Tahun 2016)”. 
 
B. Rumusan Masalah 
Dari uraian latar belakang diatas, untuk mengetahui secara detail dan 
agar penelitian ini menjadi jelas, maka penyusun menitikberatkan pada 
permasalahan sebagai berikut : 
1. Bagaimana bentuk kekerasan dalam rumah tangga yang menjadi alasan 
terjadinya perceraian di Pengadilan Agama Sukoharjo tahun 2016? 
2. Bagaimana Pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara perceraian 
yang disebabkan oleh tindak kekerasan dalam rumah tangga di 
Pengadilan Agama Sukoharjo tahun 2016? 
 
C. Tujuan Penelitian 
Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan 
untuk: 
1. Untuk mengetahui bentuk kekerasan dalam rumah tangga yang menjadi 
alasan terjadinya perceraian di Pengadilan Agama Sukoharjo tahun 2016. 
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2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara 
perceraian yang disebabkan oleh tindak kekerasan dalam rumah tangga di 
Pengadilan Agama Sukoharjo tahun 2016. 
 
D. Manfaat Penelitian 
1. Teoritis  
Turut menyumbang pemikiran dalam bentuk karya tulis ilmiah 
bagi hukum positif di bidang perkawinan khususnya mengenai faktor 
Kekerasan dalam rumah tangga sebagai alasan perceraian. 
2. Praktis 
a. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan jawaban terhadap 
permasalahan terkait faktor-faktor penyebab terjadinya perceraian di 
Pengadilan Agama umumnya dan Pengadilan Agama Sukoharjo 
pada khususnya. 
b. Untuk menghindari dampak-dampak yang bisa ditimbulkan dari 
Faktor-faktor tersebut agar dapat menekan tingkat perceraian di 
masyarakat. 
 
E. Kerangka Teori 
Islam sebagai agama wahyu dari Allah swt. Yang berdimensi 
“rahmatan li al amiin” memberi pedoman hidup kepada umat manusia secara 
menyeluruh, menuju tercapainya kebahagiaan hidup rohani dan jasmani serta 
untuk mengatur tata kehidupan manusia, baik secara individu atau 
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bermasyarakat.12 Perkawinan dalam syariat Islam ditunjukkan untuk 
melindungi dan menjamin kepentingan antara kedua belah pihak dan 
sekaligus menolak kemudharatan yang akan terjadi dikemudian hari. Al 
Qur’an merupakan firman Allah swt. Yang menjadi penerang pedoman hidup 
umat manusia agar selamat dan bahagia dalam kehidupannya.13 
Firman Allah swt. dalam al-Qur’an dijelaskan tentang hukum 
maupun prinsip-prinsip perkawinan. Apabila antara kedua belah pihak tidak 
memahami hukum-hukum perkawinan yang terdapat dalam al-Qur’an 
tersebut dan tidak mengaplikasikannya dalam kehidupan rumah tangga, maka 
akan timbul percekcokan dan perselisihan yang berkepanjangan yang bisa 
mengakibatkan perceraian. 
Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, 
bahwa perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang  pengadilan setelah 
pengadilan yang bersangkutan berusaha untuk mendamaikan kedua belah 
pihak. Sedangkan untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa 
antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri. Dalam Pasal 
116 Kompilasi Hukum Islam atau senada dalam Pasal 19 Peraturan 
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang 
Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan tentang alasan-alasan 
perceraian yakni berikut ini: 
                                                          
12 Zainudin Ali. Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia,( Jakarta: Sinar 
Grafika,2006), hlm. 10. 
13 Baharudin Ahmad, Hukum Perkawinan di Indonesia, studi Historis Metodologis,( 
Jakarta: Gaung Persada Press), hlm. 20-21. 
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1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi 
dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan. 
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-
turut tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya. 
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau 
hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung. 
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman dan penganiayaan yang berat 
yang membahayakan pihak lain. 
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak 
dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri. 
6. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan 
pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah 
tangga. Setiap orang dilarang untuk melakukan kekerasan dalam rumah 
tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, baik kekerasan 
fisik,  kekerasan psikis, kekerasan seksual, maupun penelantaran rumah 
tangga. Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga ini bertujuan: 
1. Mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga. 
2. Melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga. 
3. Menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga. 
4. Memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera.14 
Bagi orang yang beragama Islam telah ditentukan, bahwa jika akan 
menyelesaikan perkara perceraian di Pengadilan Agama proses 
                                                          
14 Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam 
Rumah Tangga. 
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pemeriksaannya menggunakan Hukum Acara Perdata yang berlaku di 
Pengadilan  dalam lingkungan Peradilan Umum kecuali yang diatur secara 
khusus dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan 
Agama.15 
 
F. Tinjauan Pustaka 
Peneliti belum menemukan karya tulis yang membahas secara 
khusus mengenai faktor kekerasan dalam rumah tangga sebagai penyebab 
terjadinya perceraian di Pengadilan Agama Sukoharjo. Hasil penelusuran 
peneliti yang dilakukan terhadap karya tulis atau skripsi yang telah disusun 
mahasiswa sebelumnya, peneliti tidak menemukan yang secara khusus 
membahas tentang kekerasan dalam rumah tangga sebagai penyebab 
terjadinya perceraian di Pengadilan Agama Sukoharjo. 
Hasil penelusuran yang dilakukan peneliti terhadap skripsi-skripsi 
yang dibuat oleh mahasiswa-mahasiswa sebelumnya menunjukkan ada 
sebagian yang mengangkat tema mengenai putusnya perceraian yang 
disebabkan oleh berbagai faktor-faktor. Tidak secara khusus meneliti tentang 
alasan Kekerasan dalam rumah tangga sebagai penyebab terjadinya 
perceraian. 
Ahmad Faqih yang menyusun Skripsi yang berjudul “Faktor-Faktor 
Penyebab Terjadinya Perceraian (Studi Kasus Pengadilan Agama Surakarta 
                                                          
15Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. 
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tahun 2008).16 Skripsi tersebut menjelaskan tentang secara keseluruhan apa 
saja faktor-faktor yang dapat mengakibatkan perceraian. Tidak menjelaskan 
lebih mendalam tentang faktor kekerasan dalam rumah tangga sebagai 
penyebab terjadinya perceraian. 
Kemudian Skripsi Cerai Talak Akibat Istri tidak Menjalankan 
Kewajiban Dalam Rumah Tangga (Studi Putusan Pengadilan Agama Salatiga 
Nomor: 395/Pdt.G/2005/PA.Sal).17 Hasil dari skripsi ini memberikan 
gambaran tentang perceraian yang disebabkan oleh Istri yang tidak 
menjalankan kewajibannya dalam rumah tangga, yang digunakan hakim 
sebagai dasar pertimbangan untuk memutuskan perkara. 
Skripsi yang berjudul Cerai Gugat Terhadap Suami yang Melakukan 
Kekerasan terhadap Istri dalam Rumah Tangga (Studi Terhadap Putusan 
Pengadilan Agama Yogyakarta perkara Nomor 0019/Pdt.G/2010/PA. YK)18. 
Yang disusun oleh Muhammad Nur Kurniawan. Skripsi ini menjelaskan 
pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara. Pertimbangan dari faktor 
penyebab terjadinya perceraian dan Pertimbangan dari aspek Yuridis dan 
Normatif. 
Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang peneliti sebutkan di 
atas adalah lebih mendetail membahas bentuk-bentuk kekerasan dari 2 
                                                          
16 Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian ( Studi Kasus Pengadilan Agama Surakarta tahun 
2008), Skripsi, IAIN Surakarta, Surakarta, 2009, tidak terbitkan. 
17Skripsi Cerai Talak Akibat Istri tidak Menjalankan Kewajiban Dalam Rumah Tangga 
(Studi Putusan Pengadilan Agama Salatiga Nomor: 395/Pdt.G/2005/PA.Sal). STAIN Salatiga, 
Salatiga 2009, tidak terbitkan. 
18 Skripsi Cerai Gugat Terhadap Suami yang Melakukan Kekerasan terhadap Istri dalam 
Rumah Tangga (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta perkara Nomor 
0019/Pdt.G/2010/PA. YK ). UIN Sunan Kalijaga,Yogyakarta 2010, tidak diterbitkan. 
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putusan dan pertimbangan hakim menggunakan pasal undang-undang untuk 
mengabulkan gugatan di Pengadilan Agama Sukoharjo.  
 
G. Metode Penelitian 
Hal yang harus diperhatikan peneliti dalam menentukan metode 
penelitian ini yaitu adanya kesesuaian antara masalah dengan metode yang 
akan digunakan dalam penelitian. Sehingga peneliti dapat memilih dan 
menentukan metode penelitian yang akan penulis gunakan. Dalam hal metode 
penelitian yang digunakan dalama penulisan skripsi ini sebagai berikut: 
1. Jenis Penelitian 
Jenis penelitian yang dilakukan peneliti adalah penelitian 
kepustakaan ( Library Research ), yaitu sebuah penelitian yang dilakukan 
dengan cara meneliti berbagai macam data-data dan berkas-berkas di 
Pengadilan, khususnya oleh Pengadilan Agama Sukoharjo, khususnya 
mengenai faktor kekerasan dalam rumah tangga sebagai penyebab 
terjadinya perceraian. 
2. Sumber Data 
a. Sumber Data Primer 
Sumber data primer yaitu meliputi data-data putusan perceraian,  
data faktor kekerasan dalam rumah tangga sebagai penyebab 
terjadinya perceraian diambil dari laporan tahunan Pengadilan 
Agama Sukoharjo yang diunduh dari laman website resmi 
Pengadilan Agama Sukoharjo. Kemudian data-data yang diambil 
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dari kepustakaaan sebagai kelengkapan data yang dibutuhkan. 
Literatur yang dibutuhkan dalam penelitian ini antara lain; Al-
Qur’an, Hadis, dan buku-buku lain yang menunjang penelitian ini. 
b. Sumber Data Sekunder 
Sumber data sekunder yaitu  data-data dan informasi yang diambil 
dan diperoleh dari subyek sebagai sumber informasi. Yakni meliputi 
data-data faktor kekerasan dalam rumah tangga sebagai penyebab 
terjadinya perceraian di Pengadilan Agama Sukoharjo serta 
informasi-informasi dari hakim-hakim yang memeriksa perkara 
tersebut. 
3. Teknik Pengumpulan Data 
Teknis yang digunakan dalam pengumpulan data dalam 
penelitian ini adalah dengan menggunakan dokumentasi. Dokumentasi 
yaitu penulis berusaha mencari bahan yang berkaitan dengan masalah 
faktor-faktor penyebab cerai gugat lebih banyak dari cerai talak untuk 
memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian. Dalam hal ini 
penulis menggunakan dokumen yang ada di Pengadilan Agama 
Sukoharjo berupa Laporan Tahunan yang berisi data-data faktor 
kekerasan dalam rumah tangga sebagai penyebab terjadinya perceraian 
4. Teknis Analisis Data 
Data dari hasil penelitian yang diperoleh atau dikumpulkan akan 
dijabarkan dan dianalisa secara kualitatif, sehingga mendapat gambaran 
yang jelas terhadap permasalahan yang dibahas dengan metode deduktif. 
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Deduktif yaitu suatu cara berfikir yang berangkat dari 
pengetahuan yang bersifat umum dan dengan bertitik tolak pada 
pengetahuan umum itu akan ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.19 
Cara berfikir ini digunakan untuk mengolah informasi-informasi yang 
berasal dari data-data temuan di lapangan, dalam hal ini adalah data-data 
dari Pengadilan Agama Sukoharjo. 
 
H. Sistematika 
Sistematika penulisan dari hasil penelitian dibagai menjadi lima bab, 
untuk lebih terarah perlu disusun pemikiran isi dari masing-masing bab secara 
garis besar dapat diuraikan sebagai berikut: 
Bab Pertama, Pendahuluan. Dalam bab ini memberikan gambaran 
secara umum proses mencari kebenaran yang berkaitan dalam studi ini, yaitu 
berisi: Latar belakang permasalahan dan rumusan masalahnya, apa tujuan dan 
manfaat skripsi ini, bagaimana telaah pustaka dan kerangka teorinya, 
bagaimana metode pengumpulan datanya dan sistematika penulisannya. 
Bab Kedua, berisikan tentang tinjauan umum tentang perceraian 
yang meliputi gambaran umum perceraian, sebab-sebab putusnya 
perkawinan, dan dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara. 
Bab Ketiga, berisikan tentang gambaran umum Pengadilan Agama 
Sukoharjo dan faktor kekerasan dalam rumah tangga penyebab terjadinya 
perceraian, yang didalamnya berisikan: sejarah Pengadilan Agama Sukoharjo, 
                                                          
19 Sutrisno Hadi, Metode Riset, ( Yogyakarta : Andi Ofset, 2000), hlm. 36. 
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letak geografis, struktur organisasi, wewenang dan tugasnya, kompetensinya 
serta membahas mengenai faktor kekerasan rumah tangga sebagai penyebab 
terjadinya perceraian di Pengadilan Agama Sukoharjo pada periode tahun 
2016 dan deskripsi data penelitian di Pengadilan Agama Sukoharjo tahun 
2016. 
Bab Keempat, Analisis hasil penelitian, yaitu berupa analisis data 
yang sudah dideskripsikan pada bab-bab sebelumnya untuk menjawab pokok 
permasalahan pada penelitian ini. Yaitu faktor kekerasan dalam rumah tangga 
penyebab terjadinya perceraian dan pertimbangan Majelis Hakim 
menjatuhkan putusannya. 
Bab Kelima, Penutup. Yang berisi kesimpulan dan dilengkapi 
dengan saran-saran. 
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BAB II 
LANDASAN TEORI 
  
A.  Gambaran Umum Perceraian 
“Putusnya Perkawinan” adalah istilah hukum yang digunakan 
dalam UU Perkawinan untuk menjelaskan “perceraian” atau berakhirnya 
hubungan perkawinan antara seorang laki-laki dengan perempuan yang 
selama ini hidup sebagai suami istri. Untuk maksud perceraian itu fiqh 
menggunakan istilah furqah. Penggunaan istilah “putusnya perkawinan” ini 
harus dilakukan secara hati-hati, karena untuk pengertian perkawinan yang 
putus itu dalam istilah fiqh digunakan kata “ba-in”, yaitu satu bentuk 
perceraian yang suami tidak boleh kembali lagi kepada mantan istrinya 
kecuali dengan melalui akad nikah yang baru. Ba-in itu merupakan satu 
bagian atau bentuk dari perceraian, sebagai lawan pengertian dari perceraian 
dalam bentuk raf’iy, yaitu bercerainya suami dengan istrinya namun dalam 
bentuknya yang tuntas, karena dia masih mungkin kembali kepada mantan 
istrinya itu tanpa akad nikah baru selama istrinya masih berada dalam iddah 
atau masa tunggu. Setelah habis masa tunggu itu ternyata dia tidak kembali 
kepada mantan istrinya, baru perkawinannya dikatakan putus dalam arti 
sebenarnya, atau yang disebut ba-in. 
1. Pengertian Thalaq 
Thalaq dari kata ithlaq, artinya melepaskan atau 
meninggalkan. Dalam istilah agama, talak artinya melepaskan ikatan 
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perkawinan atau bubarnya hubungan perkawinan. Melepaskan ikatan 
pernikahan, artinya bubarnya hubungan suami istri. Putusnya 
perkawinan atau perceraian menurut Sayyid Sabiq, sebagaimana dikutip 
oleh Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebani, apabila telah terjadi 
perkawinan, yang harus dihindari adalah perceraian, meskipun 
perceraian bagian dari hukum adanya persatuan dan perkawinan. 
Semakin kuat usaha manusia membangun rumah tangganya, akan 
semakin mudah menghindarkan diri dari perceraian. Perceraian 
mendatangkan kemudharatan, sedangkan sesuatu yang memudharatkan 
harus ditinggalkan, meskipun cara meningalkannya senantiasa 
berdampak buruk bagi yang lainnya. Demikian pula dengan perceraian, 
bukan hanya suami istri yang menjadi korban, melainkan anak-anak 
dan keluarga dari kedua belah pihak yang awalnya saling bersilaturahmi 
dengan seketika dapat bercerai. 
Perceraian adalah kata-kata Indonesia yang umum dipakai 
dalam pengertian yang sama dengan talak. Dalam istilah fiqh bukan 
berarti bubarnya nikah. Sebagaimana hukum perkawinan, hukum 
perceraian dalam Islam kerap menimbulkan salah paham, seakan-akan 
ajaran Islam memberikan hak yang lebih besar kepada laki-laki 
daripada wanita. Padahal betapa hati-hatinya hukum Islam mengatur 
soal perceraian.Tidak salah jika dikatakan bahwa tidak satu agama atau 
peraturan manusia pun yang dapat menyamainya. Hak laki-laki dan 
wanita begitu seimbang diaturnya.Sehingga mencerminkan rasa 
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keadilan yang luhur. Menurut Ameer Ali, sebagaimana dikutip oleh 
Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebani, Al-Quran menjelaskan 
perlakuan yang seimbang kepada wanita dan pria dalam perceraian. 
Keduanya memikul beban yang sama dan menerima hak yang sederajat. 
Sebagaimana Rasulullah SAW menetapkan bahwa perceraian adalah 
perbuatan yang dibenci Allah meskipun hukumnya boleh dan halal.1 
2. Thalaq di Tangan Suami 
Menurut syari’ah Islam hak menjatuhkan talak adalah haknya 
suami, istri tidak diberi hak talak. Suami sebagai pemegang kendali 
talak sebagai imbangan atas kewajiban suami menyelenggarakan 
nafkah. Ada beberapa pertimbangan mengapa talak di tangan suami: 
a. Suami wajib memberi nafkah. Kalau suami mentalak istrinya 
karena akan kawin dengan wanita lain, ia wajib menyelenggarakan 
nafkah bagi istrinya yang baru, sama atau bahkan bisa lebih besar 
dari nafkah yang diberikan kepada istrinya yang dicerai. Suami 
juga harus memberi mut’ah dan nafkah selama iddah kepada bekas 
istrinya. Hal ini demikian akan merupakan pengikat bagi suami 
untuk tidak menjatuhkan talak. 
b. Laki-laki lebih tabah menghadapi sesuatu yang kurang 
menyenangkan dibandingkan perempuan. Suami tidak akan cepat-
cepat menjatuhkan talak karena ada sesuatu yang menimbulkan 
marah atau karena sesuatu kejelekan/keburukan pada diri istri. 
                                                          
1Boedi Abdullah, Beni Ahmad Saebani, Perkawinan Perceraian Keluarga Muslim, 
(Bandung: Pustaka Setia), Hlm. 203-204. 
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Berbeda dengan istri, karena wanita biasanya emosional, cepat 
marah, kurang tahan menanggung derita. Sehingga kalau talak di 
tangan istri, ia akan mudah menjatuhkan talak karena persoalan 
kecil. 
c. Kalau talak di tangan istri dan ia orang yang tamak harta, bisa saja 
ia hari ini kawin besok harinya suaminya sudah diceraikan untuk 
mencari suami yang lebih kaya. 
d. Dalam hal talak di tangan suami, istri tidak perlu khawatir akan 
kesewenang-wenangan suami, karena kepada istri juga diberikan 
hak untuk meminta talak dari suaminya dengan cara khulu’. Atau 
istri dapat mengadukan kesewenang-wenagan suami kepada hakim 
dan kalau terbukti, hakim dapat menceraikan mereka secara fasakh. 
3. Hukum Menjatuhkan Thalaq 
Terlepas dari perbedaan pendapat mengenai hukum asalnya, 
tapi hukum menjatuhkan talak bisa bermacam-macam, tergantung dari 
ada atau tidak adanya alasan dan kuat tidaknya alasan tersebut. Dengan 
demikian talak hukumnya mubah atau boleh, yaitu apabila memang 
perlu terjadi perceraian dan tidak ada pihak-pihak yang dirugikan 
dengan perceraian itu dan ada manfaatnya. 
Adapun talak yang hukumnya wajib menurut ulama Hanabilah 
yaitu, pertama, talak yang dijatuhkan oleh hakam karena perpecahan 
suami istri sudah sedemikian rupa dan menurut hakam talaklah jalan 
keluar yang paling baik sebagai upaya menghentikan perselisihan 
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mereka. Kedua, talak wajib dijatuhkan oleh hakim ketika suami 
bersumpah illa’ dan telah berlalu empat bulan tetapi suami tidak mau 
kembali kepada istrinya dengan membayar kafarah sumpah lebih 
dahulu. Apabila tidak diceraikan istri mendapatkan madharat. 
Talak yang hukumnya sunnat yaitu dalam keadaan rumah 
tangga yang sudah tidak dapat dilanjutkan dan seandainya 
dipertahankan juga kemadharatan yang lebih banyak akan timbul. 
Menurut as-Sayyid Sabiq, sebagaimana dikutip oleh Supriatna, Fatma 
Amiilia dan Yasin Baidi, talak yang hukumnya sunnat yaitu apabila istri 
mengabaikan kewajibannya. Demikian juga talak itu disunatkan apabila 
istri kurang rasa malunya. Imam Ahmad mengatakan, tidak patut suami 
mempertahankan istri yang tidak mempunyai rasa malu, karena dapat 
mengurangi keimanan suami, tidak membuat aman ranjang suami 
karena bisa memberikan anak yang bukan keturunannya. 
Adapun talak yang hukumnya haram ialah talak yang 
dijatuhkan tanpa alasan, sedangkan istri dalam keadaan haid atau dalam 
keadaan suci tetapi pada masa suci tersebut sudah digauli.2 
4. Pengertian Khulu’ 
Khulu’ artinya talak yang diucapkan oleh suami dengan 
pembayaran dari pihak istri kepada suami. Khulu’ merupakan 
perceraian yang dikehendaki oleh istri, tetapi pengucapannya tetap 
merupakan hak suami, hanya saja istri mengembalikan mahar yang 
                                                          
2Supriatna, Fatma Amiilia, Yasin Baidi, Fiqh Munakahat II, (Yogyakarta: Sukses Offset, 
2008), hlm. 20-25. 
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telah diterima dari suaminya, minimal setengah dari jumlah seluruhnya. 
Khulu’ merupakan kehebatan syari’at Islam dalam memperjuangkan 
hak-hak perempuan, sehingga apabila seorang istri sudah sangat 
tersiksa dan tidak ada lagi rasa cinta dan kasih sayang terhadap 
suaminya. Kini, khulu’ dapat dikategorikan sebagai bagian dari gugat 
cerai yang dilakukan istri atas suaminya. Ada yang mengatakan bahwa 
khulu’ adalah fasakh nikah, maka fasakh nikah bukan termasuk talak, 
tetapi para ulama menegaskan substansinya yang sama dengan talak. 
Talak tebus artinya talak yang diucapkan oleh suami dengan 
pembayaran dari pihak istri kepada suami. 
Perceraian dengan cara ini diperbolehkan dalam agama kita 
dengan disertai beberapa hukum perbedaan dengan talak biasa. Firman 
Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 229: 
                    
                    
                     
              
Artinya: …Tidak halal bagi kamu mengambil kembali dari sesuatu 
yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya 
khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika 
kamu khawatir bahwa keduanya (suami-istri) tidak dapat 
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menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya 
tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus istrinya. 
Talak tebus ini boleh dilakukan baik sewaktu suci maupun 
sewaktu haid, karena terjadi dari  kehendak si istri. Adanya kemauan 
ini menunjukkan bahwa dia rela walaupun menyebabkan iddahnya 
menjadi panjang. Apalagi biasanya talak tebus itu tidak terjadi selain 
karena perempuan tidak dapat lagi mempertahankan kelangsungan 
perkawinannya. Perceraian yang dilakukan secara talak tebus ini 
berakibat mantan suami tidak dapat rujuk lagi, dan tidak boleh 
menambah talak sewaktu iddah, tetapi diperbolehkan menikah 
kembali dengan akad baru. 3 
Perlu diperhatikan bahwa khulu’ mengharuskan adanya 
pengembalian mahar dari istri kepada suaminya, sedangkan gugat 
cerai tidak demikian. Dalam persidangan di Pengadilan Agama, gugat 
cerai yang dilakukan istri terhadap suaminya tidak memperbincangkan 
masalah khulu’. Meskipun perceraiannya telah diputuskan dan 
ditetapkan, harta bersama akan diberikan sesuai undang-undang yang 
berlaku. Hal itu terjadi karena “istri yang menggugat cerai suaminya, 
tidak berarti sebagai istri yang nusyuz.” Demikian pula, dengan istri 
yang menggugat suaminya, tidak berarti melalui jalan khulu’. 
Perceraian dengan cara khulu’ atau talak tebus hukumnya mubah, 
                                                          
3Beni Ahmad Saebani, Fiqh Munakahat, (Bandung: Pustaka Setia,  2010), hlm. 142. 
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terutama jika istri sudah tidak sanggup lagi hidup bersama suaminya 
dan karena alasan kemaslahatan rumah tangga.4 
Ada dua hal secara gamblang menunjukkan usaha antisipasi 
terhadap putusnya perkawinan itu, yaitu nusyuz di pihak istri, nusyuz 
dari pihak suami dan pertengkaran atau syiqaq di antara keduanya, 
dan cara-cara menyelesaikan ketiga hal tersebut yang diuraikan 
dibawah ini. 
1. Nusyuz Istri 
Nusyuz adalah kata yang berasal dari bahasa Arab yang 
secara etimologi berarti irtifa’ yang berarti meninggi atau 
terangkat. Kalau dikatakan istri nusyuz terhadap suaminya berarti 
istri merasa dirinya sudah lebih tinggi kedudukannya dari suami, 
sehingga ia tidak lagi merasa berkewajiban mematuhinya. Secara 
definitif nusyuz diartikan dengan: “kedurhakaan istri terhadap 
suami dalam hal menjalankan apa-apa yang diwajibkan Allah 
atasnya”. 
Nusyuz itu haram hukumnya karena menyalahi sesuatu 
yang telah ditetapkan agama melalui Al-Qur’an dan hadis 
Nabi.Dalam hubungannya kepada Allah pelakunya berhak atas 
dosa dari Allah dan dalam hubungannya dengan suami dan rumah 
tangga merupakan suatu pelanggaran terhadap kehidupan suami 
istri.Atas perbuatan itu si pelaku mendapat anacaman di antaranya 
                                                          
4Ibid, hlm. 143. 
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gugur haknya sebagai istri dalam masa nusyuz itu meskipun 
demikian, nusyuz itu tidak dengan sendirinya memutus ikatan 
perkawinan. 
Allah SWT menetapkan beberapa cara menghadapi 
kemungkinan nusyuz-nya seorang istri, sebagaimana dinyatakan-
Nya dalam surat an-Nisa’ ayat 34: 
                
                      
          
Artinya: …Istri-istri yang kamu khawatirkan akan berlaku 
nusyuz, maka beri pengajaranlah mereka dan berpisahlah dari 
tempat tidur dan pukullah mereka. Jika mereka sudah menaatimu 
janganlah kamu cari-cari jalan atasnya. Sesungguhnya Allah 
Maha Tahu lagi Maha Besar. 
Ada tiga tahapan secara kronologis yang harus dilalui 
dalam menghadapi istri nusyuz sebagaimana dijelaskan dalam 
ayat tersebut, yakni: 
a. Pertama, bila terlihat tanda-tanda bahwa istri akan nusyuz, 
suami harus memberikan peringatan dan pengajaran kepada 
istrinya dengan menjelaskan bahwa tindakannya itu adalah 
salah menurut agama dan menimbulkan risiko ia dapat 
kehilangan haknya. Bila dengan pengajaran itu istri kembali 
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kepada keadaan semula sebagai istri yang baik, masalah 
sudah terselesaikan dan tidak boleh diteruskan. 
b. Kedua, bila istri tidak memperlihatkan perbaikan sikapnya 
dan memang secara nyata nusyuz itu telah terjadi dengan 
perhitungan yang objektif, suami melakukan usaha 
berikutnya yaitu pisah tempat tidur, dalam arti menghentikan 
hubungan seksual. Menurut ulama hijrah dalam ayat itu juga 
berarti meninggalkan komunikasi dengan istri. Bila dengan 
cara ini yang ditempuh, tidak boleh lebih dari tiga hari. Hal 
ini didasarkan kepada sebuah hadis Nabi dari Abu Hurairah 
bunyinya: 
ميا أ ةثلاث قوف هاخ أ رجيه ن أ لمسلم ليح لا 
Artinya: Tidak boleh seseorang muslim tidak bersapaan 
dengan temannya lebih dari tiga hari. 
Dalam tahap ini yang boleh dilakukan hanyalah 
pisah ranjang dan  tidak boleh memukulnya, berdasarkan 
zahir ayat di atas. Namun menurut salah satu riwayat dari 
Imam Ahmad sudah boleh memukulnya dengan pukulan 
yang tidak menyakitkan karena dalam tahap ini sudah jelas 
kedurhakaan tersebut. Bila dengan usaha pisah ranjang ini 
istri telah kembali taat, persoalan sudah selesai dan tidak 
boleh dilanjutkan ke tahap berikutnya. 
28 
 
c. Ketiga, bila dengan pisah ranjang istri belum memperlihatkan 
adanya perbaikan, bahkan tetap dalam keadaan nusyuz, maka 
suami boleh memukul istrinya dengan pukulan yang tidak 
menyakiti. Pukulan dalam hal ini adalah ta’dib atau edukatif, 
bukan atas dasar kebencian. Suami dilarang memukul dengan 
pukulan menyakiti sebagaimana bunyi hadis Nabi dari 
Abdullah bin Zar’ah menurut riwayat al-Bukhari yang 
bunyinya: 
 هت أرم  إ كمدح أ لديج لا لمس و هيلع الله لىص الله لوسر لاق
اهعمايج ثم دبعلإ لدج 
Artinya: Rasulullah SAW bersabda: Seseorang  tidak boleh 
memukul istrinya sebagaimana memukul budak kemudian 
ditidurinya. 
Bila dengan pukulan ringan tersebut istri telah 
kembali kepada keadaan semua masalah telah dapat 
diselesaikan. Namun bila dengan langkah ketiga ini masalah 
belum dapat diselesaikan baru dibolehkan suami menempuh 
jalan lain yang lebih lanjut, termasuk perceraian. 
Sedangkan nusyuz dijelaskan dalam Pasal 84 
Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: 
(1) Isteri dapat dianggap nusyuz jika ia tidak mau 
melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana 
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dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1)5 kecuali dengan alasan 
yang sah. 
(2) Selama istri dalam nusyuz, kewajiban suami terhadap 
isterinya tersebut pada pasal 80 ayat (4)6 huruf a dan b 
tidak berlaku kecuali hal-hal untuk kepentingan anaknya. 
(3) Kewajiban suami tersebut pada ayat (2)7 di atas berlaku 
kembali sesudah isteri nusyuz. 
(4) Ketentuan tentang ada atau tidak adanya nusyuz dari 
isteri harus didasarkan atas bukti yang sah. 
2. Syiqaq 
Syiqaq mengandung arti pertengkaran, kata ini biasanya 
dihubungkan kepada suami istri sehingga berarti pertengkaran 
yang terjadi antara suami istri sehingga berarti pertengkaran 
yang terjadi antara suami istri yang tidak dapat diselesaikan 
sendiri oleh keduanya. Syiqaq ini timbul bila suami atau istri 
atau keduanya tidak melaksanakan kewajiban yang mesti 
dipikulnya. Bila terjadi konflik keluarga seperti ini Allah SWT 
memberi petunjuk untuk menyelasaikannya. Hal ini terdapat 
dalam firman-Nya pada surat an-Nisa’ ayat:35 
                                                          
5 Pasal 83 ayat (1): Kewajiban utama bagi seorang isteri ialah berbakti lahir dan batin 
kepada suami di dalam yang dibenarkan oleh hukum Islam. 
6 Pasal 80 ayat (4): Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung: 
a. Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri; 
b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak; 
c. Biaya pendidikan bagi anak. 
7 Pasal 80 ayat (2): Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu 
keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. 
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                    
                         
Artinya: Jika kamu khawatir akan terjadi pertengkaran di 
antara suami istri, maka utuslah seorang hakam dari pihak 
suami dan seorang hakam dari pihak istri. Bila keduanya 
menghendaki perdamaian, maka Allah akan memberi taufik di 
antara keduanya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi 
Maha Memerhatikan. 
Yang dimaksud hakam dalam ayat tersebut adalah 
seorang bijak yang dapat menjadi penengah dalam menghadapi 
konflik keluarga tersebut. Ulama berbeda pendapat dalam 
menentukan kedudukan orang yang diangkat menjadi hakam 
tersebut. Salah satu riwayat dari Imam Ahmad yang juga 
menjadi pegangan bagi ‘Atha’ dan salah satu pendapat dari 
Imam al-Syafi’i menurut satu hikayat dari al-Hasan dan Abu 
Hanifah, mengatakan bahwa kedudukan dua orang hakam itu 
adalah wakil dari suami istri. Dalam kedudukan ini dua orang 
hakam tersebut hanya berwenang untuk mendamaikan kedua 
suami istri itu dan tidak berwenang untuk menceraikan 
keduanya. 8 
 
                                                          
8Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, (Jakarta: Kencana Prenada 
Media Group), hlm. 189-194. 
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B. Bentuk-Bentuk Putusnya Perkawinan 
Putusnya perkawinan dalam hal ini berarti berakhirnya hubungan 
suami istri. Putusnya perkawinan itu ada dalam beberapa bentuk tergantung 
dari segi siapa sebenarnya yang berkehendak untuk putusnya perkawinan itu. 
Dalam hal ini ada 4 kemungkinan: 
1. Putusnya perkawinan atas kehendak Allah sendiri melalui matinya salah 
seorang suami istri. Dengan kematian itu dengan sendirinya berakhir pula 
hubungan perkawinan. 
2. Putusnya perkawinan atas kehendak si suami oleh alasan tertentu dan 
dinyatakan kehendaknya itu dengan ucapan tertentu. Perceraian dalam 
bentuk ini disebut talak.  
3. Putusnya perkawinan atas kehendak si istri karena si istri melihat sesuatu 
yang menghendaki putusnya perkawinan, sedangkan si suami tidak 
berkehendak untuk itu. Kehendak untuk putusnya perkawinan yang 
disampaikan si istri dengan cara tertentu ini diterima oleh suami dan 
dilanjutkan dengan ucapannya untuk memutus perkawinan itu. Putusnya 
perkawinan dengan cara ini disebut khulu’. 
4. Putusnya perkawinan atas kehendak hakim sebagai pihak ketiga setelah 
melihat adanya sesuatu pada suami/atau pada istri yang menandakan 
tidak dapatnya hubungan perkawinan itu dilanjutkan. Putusnya 
perkawinan dalam bentuk ini disebut fasakh. 
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C. Sebab-sebab Putusnya Perkawinan 
Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan 
menjelaskan dalam Pasal 38 bahwasanya “Perkawinan dapat putus karena: 
a. Kematian 
b. Perceraian 
c. Atas keputusan pengadilan”. 
Laporan Tahunan Pengadilan Agama Sukoharjo tahun 2016 
mengelompokkan sebab-sebab perceraian sebagai berikut: 
1. Poligami tidak sehat 
2. Krisis akhlak  
3. Cemburu 
4. Kawin paksa 
5. Ekonomi 
6. Tidak ada tanggung jawab 
7. Kawin dibawah umur 
8. Kekejaman jasmani 
9. Penganiayaan/kekejaman mental 
10. Dihukum 
11. Cacat biologis 
12. Politis 
13. Gangguan pihak ketiga 
14. Tidak ada keharmonisan 
15. Lain-lain 
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BAB III 
 
PENGADILAN AGAMA SUKOHARJO DAN KASUS PERCERAIAN 
KARENA  KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA 
 
A. Profil Pengadilan Agama Sukoharjo 
1. Sejarah Berdiri 
Pasca perang Jawa (1825-1830) kompeni Belanda makin 
memperketat keamanan untuk mencegah terulangnya pemberontakan 
rakyat jawa. Kondisi masyarakat jawa semakin miskin mendorong 
terjadinya tindak kejahatan (pidana) di berbagai tempat. Menghadapi hal 
itu pemerintah kolonial menekan raja Surakarta dan Yogyakarta agar 
menerapkan hukum secara tegas. Salah satunya dengan membentuk 
lembaga hukum yang dilengkapi dengan berbagai pendukung. Di 
Kasunanan Surakarta dibentuk Pradata Gedhe, yakni pengadilan kerajaan 
yang menjadi pusat penyelesaian semua perkara. Lembaga ini dipimpin 
oleh Raden Adipati (Patih) di bawah pengawasan Residen Surakarta. 
Dalam pelaksanaannya Pradata Gedhe mengalami kesulitan karena 
volume perkara yang sangat besar. Sunan Pakubuwono dan Residen 
Surakarta memandang perlu melimpahkan sebagian perkara kepada 
pemerintah daerah. Mereka sepakat membentuk pengadilan di tingkat 
kabupaten yang diberi nama Pradata Kabupaten. Pada tanggal 16 
Februari 1874, Sunan Pakubuwono IX dan Residen Surakarta 
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Keucheneus membuat perjanjian pembentukan Pradata Kabupaten di 
wilayah Klaten, Boyolali, Ampel, Kartasura, Sragen dan Larangan. Surat 
perjanjian tersebut disyahkan pada hari Kamis tanggal 7 Mei 1874 
Staatsblad nomor 209. Pada Bab I surat perjanjian, tertulis sebagai 
berikut : "Ing Kabupaten Klaten, Ampel, Boyolali, Kartasura lan Sragen, 
apadene ing Kawedanan Larangan kadodokan pangadilan ingaranan 
Pradata Kabupaten. Kawedanan Larangan saikiki kadadekake kabupaten 
ingaranan Kabupaten Sukoharjo" (Di Kabupaten Klaten, Ampel, 
Boyolali, Kartasura dan Sragen dan juga Kawedanan Larangan dibentuk 
pengadilan yang disebut Pradata Kabupaten. Kawedanan Larangan 
sekarang dijadikan kabupaten dengan nama Kabupaten Sukoharjo) 
Pada waktu keluarnya Keputusan Raja Belanda tanggal 19 
Januari 1882 No. 24 Stbl 1882 No. 152, tentang pembentukan Raad 
Agama Jawa & Madura Pengulu Ageng di Surakarta di jabat oleh K. 
Pengulu Tafsir Anom ke V. di wisuda oleh Sinuwun Pakubuwono ke II, 
menjadi Pengulu Ageng Kraton Surakarta pada tanggal 3 Safar, tahun 
1815 c / 1883 M dan pada waktu di Surakarta dibentuk Landraad pada 
tanggal 1 Maret 1903, maka beliau ( K. Pengulu Tafsir Anom ke V ) 
diangkat menjadi Hoofd Pengulu Landrand dengan Keputusan Residen 
tanggal 7 Januari 1903 No. 4 X. Pada tahun 1962 di Kabupaten / Dati II 
Sukoharjo berdiri cabang Pengadilan Agama di Sukoharjo  lepas dari 
Pengadilan Agama Surakarta. Semula gedung Pengadilan Agama 
Sukoharjo berada di Komplek Masjid Raya Sukoharjo  Jl. Slamet Riyadi, 
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Sukoharjo kemudian awal Pebruari 2007 boyongan ke gedung baru. 
Terletak di Joho, Kelurahan Joho, Kecamatan Kota Sukoharjo, tepatnya 
Jl. Rajawali No. 10, Sukoharjo.1 
2. Letak Geografis 
Pengadilan Agama Sukoharjo  berlokasi di jalan rajawali nomer 
10 57513. Semula gedung Pengadilan Agama Sukoharjo berada di 
Komplek Masjid Raya Sukoharjo  Jl. Slamet Riyadi, Sukoharjo 
kemudian awal Pebruari 2007 boyongan ke gedung baru. Terletak di 
Joho, Kelurahan Joho, Kecamatan Kota Sukoharjo, tepatnya Jl. Rajawali 
No. 10, Sukoharjo. Dengan luas tanah 2000 m² dan dengan luas gedung 
948 m².  
3. Struktur Organisasi 
Ketua Pengadilan Agama  : Drs. Kholis, MH 
Wakil Ketua Pengadilan Agama : Drs. H. Muhammad Syafi, S.H., M. 
Hakim : 
1. Drs. H. Panut 
2. Dra. Siti Syamsiyah 
3. Ngadimin, S.H. 
4. Dra. Hj. Ufik Nur Arifah Hidayati, M.Si 
5. Drs. Amirudin, S.H 
6. Drs. Ali Widodo 
                                                          
1 Laporan Praktek Pengalaman Lapangan IAIN Surakarta Pengadilan Agama Sukoharjo 
Tahun 2016, hlm.  3 
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Panitera   : Drs. H. Muhammad Mansur 
Wakil Panitera   : Muh. Mursid, SH 
Panmud Permohonan  : Umi Basyiroh, S.Ag 
Panmud Gugatan  : Tukino, SH 
Panmud Hukum   : H. Wasalam, S.H 
Panitera Pengganti :  
1. Akromah 
2. Nur Endang Trimargawati, S.H., M.H. 
3. Ratna Triana, S.H.I 
Jurusita/ Jurusita Pengganti : 
1. Sahrowardi, SH 
2. Juwardi 
3. Ricky Awal Gusranto, A.Md 
Sekretaris   : Slamet Sutadi, S.Ag 
Kasubag Perencanaan TI dan Pelaporan  : Adhi Kurniawan, S.Kom 
Kasubag Kepegawaian Organisasi dan Tata Laksana  : Evi Komalasari 
Kasubag Umum dan Keruangan  : Ambang Cahyo Wibowo, SE., M.Si 
Keterangan : 
a. Wakil Ketua Pengadilan Agama Sukoharjo bertanggung jawab 
kepada Panitera dan Sekretaris dan mengkoordinasi Hakim. 
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b. Panitera bertanggung jawab kepada Wakil Panitera dan 
mengkoordinasi Panitera Pengganti dan Jurusita/Jurusita 
Pengganti. 
c. Wakil Panitera bertanggung jawab kepada Panmud 
Permohonan, Panmud Gugatan, Panmud Hukum. 
d. Sedangkan Sekretaris bertanggung jawab kepada Kasubag 
Perencanaan TI dan Pelaporan, Kasubag Kepegawaian 
Organisasi dan Tata Laksana, Kasubag Umum dan Keruangan.2 
4. Tupoksi dan Yurisdiksi 
Tugas pokok Peradilan Agama Sukoharjo sebagaimana 
tercantum dalam, Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang 
Peradilan Agama yang telah diubah dengan  Undang-Undang Nomor 3 
Tahun 2006 mempunyai tugas pokok menerima, memeriksa, memutus 
dan mengadili perkasa-perkara yang diajukan kepadanya antara orang-
orang yang beragama Islam dibidang Perkawinan, kawarisan, Wasiat, 
Hibah, Wakaf, Zakat, Infaq, Shodaqoh, dan Ekonomi Syariah yang 
dilakukan berdasarkan hukum Islam. Untuk melaksanakan tugas pokok 
tersebut, Pengadilan Agama mempunyai fungsi sebagai berikut : 
a. Memberikan pelayanan teknis yudisial dan administrasi 
kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama serta penyitaan dan 
eksekusi; 
                                                          
2 Ibid, hlm. 5-6 
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b. Memberikan pelayanan di bidang administrasi perkara Banding, 
Kasasi dan Peninjauan Kembali serta administrasi perkara lainnya; 
c. Memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur di 
lingkungan Pengadilan Agama  (Umum, Kepegawaian dan 
Keuangan kecuali keuangan perkara); 
d. Memberikan pelayanan penyelesaian permohonan pertolongan 
pembagian harta peninggalan di luar sengketa antara orang-orang 
yang beragama Islam serta Waarmeking Akta keahliwarisan di 
bawah tangan untuk pengambilan deposito/tabungan, pensiunan 
dan sebagainya; 
e. Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum 
Islam kepada Instansi pemerintah dan Daerah hukumnya, apabila 
diminta; 
f. Melaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya dalam pembinaan 
hukum agama seperti Isbat kesaksian  rukyat hilal, pelayanan 
riset/penelitian, penyuluhan hukum dan lain–lain. 
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Berikut adalah wilayah yuridis Pengadilan Agama Sukoharjo 
 
Kabupaten Sukoharjo merupakan kabupaten terkecil kedua 
di  Propinsi Jawa Tengah,  Secara geografis, terletak diantara Bagian 
ujung timur 110. 57O BT, Bagian Ujung Sebelah Barat 110 42O BT, 
Bagian Ujung Sebelah Utara7 32O LS,Bagian Ujung Sebelah Utara 7 
49O 32.00O LS.Dengan luas 46,666 Km2, atau 1,43% luas wilayah 
Propinsi Jawa Tengah. Kabupaten Sukoharjo memiliki batas-batas 
wilayah administrasi sebagai berikut Secara administratif Kabupaten 
Sukoharjo terdiri dari 12 kecamatan, yang memiliki 17 kelurahan dan 
150 desa. Berdasarkan data dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan 
Sipil Kabupaten Sukoharjo Semester I Tahun 2015, Kabupaten 
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Sukoharjo berpenduduk 885.200 jiwa yang terdiri dari 446.791 berjenis 
kelamin Laki-laki dan 438.409 berjenis kelamin perempuan. 
Pada awal tahun 2015 jumlah penduduk Kabupaten Sukoharjo 
berjumlah  885.200  jiwa dengan rincian 446.451 penduduk laki-laki dan 
439.372 penduduk perempuan. 
Wilayahnya berbatasan dengan: 
Sebelahutara  : Kota Surakarta dan Kabupaten Karanganyar 
Sebelah selatan     : Kabupaten Gunung Kidul (DIY) dan Kabupaten 
Wonogiri 
Sebelah timur : Kabupaten Karanganyar 
Sebelah barat : Kabupaten Boyolali dan Kabupaten Klaten3 
 
B. KDRT sebagai Alasan Terjadinya Perceraian 
Dari jumlah perkara yang diputus/diselesaikan Pengadilan Agama 
Sukoharjo pada tahun 2016 sebanyak 1.504 perkara, yang merupakan 
perkara perceraian sebanyak 1.224 perkara. Faktor tidak ada keharmonisan 
menjadi faktor perkara paling tinggi dibandingkan faktor yang lainnya. 
Berikut urutan kasus dari yang terbanyak : 
1. Tidak ada keharmonisan   = 675 perkara 
2. Tidak ada tanggung jawab   = 360 perkara 
                                                          
3http://www.pasukoharjo.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=408
&Itemid=347 diakses 10 Oktober 2017 
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3. Ekonomi     = 115  perkara 
4. Gangguan pihak ketiga   =   18 perkara 
5. Cemburu     =     7  perkara 
6. Krisis akhlak    =     5 perkara 
7. Politis     =     4 perkara 
8. Kawin paksa    =     2  perkara 
9. Kekejaman jasmani   =     2  perkara 
10. Penganiayaan /kekejaman mental  =     1  perkara 
11. Cacat biologis    =     1  perkara 
 
Berdasarkan penelusuran peneliti melalui laman website resmi 
terhadap Laporan Tahunan Pengadilan Agama Sukoharjo tahun 2016 
terdapat 3 kasus perceraian dengan faktor penyebab Kekerasan Dalam 
Rumah Tangga. Peneliti berkunjung ke Pengadilan Agama  Sukoharjo guna 
mendapat data ketiga putusan tersebut melalui Panitera Hukum H. 
Wasalam, S.H. Berikut adalah data temuan tersebut: 
1. Putusan Nomor 1344/Pdt.G/2016/PA.Skh 
a. Duduk Perkara 
Perkara ini didaftarkan pada tanggal 22 Desember 2016. 
Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan pada 26 Juni 
1997 di KUA Weru, Kabupaten Sukoharjo, Propinsi Jawa Tengah. 
Pada saat menikah keduanya berstatus Perawan dan Jejaka. 
Keduanya hidup rukum sebagaimana layaknya suami istri (ba’da 
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dukhul) dan telah dikaruniai tiga orang anak. Penggugat dan 
Tergugat tinggal di kediaman bersama di rumah orang tua Tergugat 
di desa Ngreco, Kecamatan Weru, Kabupaten Sukoharjo selama 20 
tahun 6 bulan. Rumah tangga keduanya semula harmonis, namun 
kurang lebih bulan Januari tahun 2014 rumah tangga menjadi 
goyah karena terus menerus terjadi perselisihan yang disebabkan 
hadirnya orang ketiga. Tergugat memiliki hubungan dengan 
seorang wanita lain dan tergugat mengakui hubungan tersebut pada 
Penggugat. Ketika perselisihan tersebut terjadi Tergugat sering 
membentak-bentak Penggugat dengan kata-kata kasar yang 
menyakiti hati. Tergugat juga sering memukuli Penggugat dengan 
alat dan juga mengancam akan menyiksa Penggugat sampai 
Penggugat meninggal. Begitu juga dengan anak-anaknya, Tergugat 
tidak memberikan kasih sayang, Tergugat yang memiliki sifat 
temperamen sering memperlakukan anak-anaknya secara kasar 
baik ucapan lisan maupun tidakan (memukul dan menendang).  
Karena ketakutan dan trauma Penggugat kembali pulang 
ke rumah orang tua Penggugat beserta anak-anaknya pada tanggal 
21 Desember 2016 sampai sekarang. Dan selama itu antara 
Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan lagi. 
 
 
b. Bukti 
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Dalam gugatannya, Penggugat mengajukan bukti dua 
orang saksi. Saksi I adalah adik sepupu penggugat dan kenal 
dengan Tergugat sejak kecil karena bertetangga RT. Saksi 
mengetahui bahwa Tergugat dan Penggugat telah menikah pada 
tahun 1977 dan sudah dikaruniai tiga orang anak. Tergugat dan 
Penggugat hidup bersama di rumah orang tua Tergugat yang 
semula baik-baik saja tapi sejak Februari 2014 mulai tidak 
harmonis, sering berselisih dan bertengkar. Saksi I melihat sendiri 
pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat 
berselingkuh dan mempunyai anak dari hasil hubungannya 
tersebut, dan Tergugat juga tidak perhatian dengan Penggugat dan 
kehidupan rumah tangganya. Saksi  I mengetahui bahwa sejak 
bulan Desember 2016 Penggugat meninggalkan tempat tinggal 
bersama dan pulang ke rumah orang tua Penggugat lebih dari 1 
bulan. Saksi I mengetahui bahwa pertengkaran tidak sebatas mulut 
namun sampai ke fisik. Saksi melihat sebagian tubuh Penggugat 
memar dan bengkak akibat penganiayaan yang dilakukan oleh 
Tergugat.  
Kemudian Saksi II adalah tetangga Penggugat dan 
Tergugat satu dukuh dengan tempat tinggal bersama. Sama seperti 
Saksi I, Saksi II juga mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat 
telah melaksanakan pernikahan dan tinggal bersama, hidup 
bersama harmonis sampai dikaruniai 3 orang anak. Namun empat 
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tahun yang lalu sekitar tahun 2012, kehidupan rumah tangga 
keduanya mulai tidak harmonis, sering berselisih dan bertengkar. 
Saksi II melihat sendiri bahwa Tergugat dan Penggugat terlibat 
pertengkaran. Tergugat berselingkuh dengan wanita lain sampai 
memiliki seorang anak. Tergugat tidak perhatian terhadap 
Penggugat dan kehidupan rumah tangganya. Dan setahun yang lalu 
Penggugat pergi meninggalkan rumah tempat tinggal bersama dan 
pulang ke rumah orang tuanya. Sama seperti Saksi II, Saksi tahu 
mengetahui pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tidak 
perang mulut tapi juga fisik, Saksi II tahu sebagian tubuh 
Penggugat memar dan bengkak akibat pertengkaran dengan 
Tergugat. Sejak pisah rumah Tergugat tidak pernah menemui 
Penggugat lagi, keduanya sudah tidak saling berkomunikasi lagi. 
Keluarga sudah berusaha mendamaikan tapi Penggugat tidak mau, 
karena sudah ada wanita lain dalam rumah tangganya, dan 
Penggugat menghendaki cerai. 
c. Gugatan 
Primair: 
1) Mengabulkan gugatan Penggugat; 
2) Menjatuhkan talak satu bain sughro dari Tergugat kepada 
Penggugat; 
3) Membebankan biaya perkara menurut hukum; 
Subsidair: 
45 
 
Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya. 
 
d. Pertimbangan Hakim 
Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai 
dengan ketentuan pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 
1975, tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh 
orang lain untuk menghadap di persidangan sebagai wakil atau 
kuasanya yang sah , serta ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh 
suatu halangan yang sah, oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan 
tidak pernah hadir di persidangan. 
Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar 
bersabar dan tetap mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat 
disetiap persidangan sebagaimana diamanatkan jo Pasal 82 Undang 
Undang Nomor 7 tahun 1989 Pasal 31 Peraturan Pemerintah 
Nomor 9 tahun 1975 yang rubah dengan undang-undang Nomor 3 
Tahun 2006, tetapi usaha tersebut tidak berhasil sampai putusan ini 
dijatuhkan. 
Perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karena itu 
sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang 
Undang Nomor 7 tahun 1989, yang telah diubah terakhir dengan 
Undang Undang Nomor 50 tahun 2009 maka perkara ini menjadi 
kewenangan absolut Pengadilan Agama Sukoharjo. 
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Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan untuk membela 
haknya, maka Tergugat  dianggap mengakui seluruh dalil 
permohonan Penggugat dan berdasarkan pasal 125 HIR kepada 
Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat 
dikabulkan dengan verstek. 
Berdasarkan pemeriksaan identitas dan bukti P.1 dan P.2 
telah terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di Wilayah 
Hukum Pengadilan Agama Sukoharjo, berdasarkan pasal 73 ayat 
(1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah 
terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka 
perkara unu menjadi kewenangan relative Pengadilan Agama 
Sukoharjo. 
Berdasarkan posita gugatan Penggugat poin 1 yang 
didukung dengan bukti P.2 (Kutipan Akta Nikah) ternyata antara 
Penggugat dengan Tergugat telah melakukan pernikahan secara 
agama Islam dan sampai saat perkara ini diajukan masih terikat 
dalam perkawinan yang sah, sebagaimana ketentuan Pasal 2 
Undang Undang Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum 
Islam  dan belum pernah bercerai, oleh karena Penggugat dan 
Tergugat mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri yang 
sah, maka keduanya berkualitas sebagai para pihak yang 
berperkara. Berdasarkan posita poin 2 ternyata setelah menikah 
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Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri 
(ba’da dukhul) dan mempunyai 3 anak. 
Pada pokoknya alasan Penggugat mohon diceraikan dari 
Tergugat adalah sejak Januari 2014 sering terjadi perselisihan dan 
pertengkaran dengan Tergugat karena Tergugat menjalin hubungan 
dengan perempuan lain sampai mempunyai anak. Tergugat 
temperamental jika marah suka menganiaya Penggugat dan kasar 
pada anak serta mementingkan kepentingannya sendiri. Kemudian 
pada tanggal 21 Desember 2016 Penggugat pergi meninggalkan 
Tergugat pulang ke rumah orang tuanya, sejak itu tidak saling 
menjalankan kewajiban sebagai suami istri, dan Penggugat merasa 
sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali bersama 
Tergugat. 
Meskipun Tergugat tidak hadir di persidangan, namun 
karena alasan gugatan cerai yang didalilkan oleh Penggugat adalah 
adanya pertengkaran yang terus menerus maka untuk memenuhi 
maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 
1975 jo. Pasal 134 Inpres  Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi 
Hukum Islam, Majelis Hakim  telah memeriksa saksi-saksi 
keluarga dan orang terdekat dengan Penggugat. 
Bahwa saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan 
dibawah sumpahnya yang isinya menguatkan dalil gugatan 
Penggugat. Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, Penggugat 
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pergi meninggalkan Tergugat pulang ke rumah orang tuanya 
sebelumnya terjadi pertengkaran karena Tergugat menjalin 
hubungan dengan perempuan lain sampai mempunyai anak, sejak 
itu tidak saling menjalankan kewajiban sebagai suami istri. 
Keterangan kedua saksi saling bersesuaian antara yang satu dengan 
yang lain dan mendukung dalil Penggugat, sehingga secara formil 
maupun materiil dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan 
meyakinkan, keluarga kedua belah pihak sudah pernah merukunkan 
tetapi tidak berhasil dan kedua orang saksi menyatakan sudah tidak 
sanggup merukunkan lagi, dalam hal ini ketentuan Pasal 22 ayat (2) 
Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi 
Hukum Islam telah terpenuhi. 
Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis berpendapat 
bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah 
pecah sedemikian rupa, karena Tergugat sering pergi dari rumah 
dan melakukan perselingkuhan, sehingga timbul perselisihan yang 
terus-menerus, akhirnya pisah rumah dan tidak ada harapan untuk 
hidup rukun kembali, oleh karena keadaan tersebut maka tujuan 
perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia 
dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide Pasal 1 
Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan atau keluarga yang 
sakinah, mawaddah, dan rahmah (vide Pasal 3 Kompilasi Hukum 
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Islam) tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan 
Tergugat. 
Majelis Hakim mengemukakan dalil syar’i Kitab Fiqhus 
Sunnah Juz II halaman 290 yang berbunyi: 
  إفذي  لا نكاو فاترعا وا ةجوزلا ةنيبب ضيقلا ىلد إهوعد تبث اذ قإطي إمم ءا
 مالهإثم أ ينب ةشرعلا ماود هعمنهيب حلاص لا  نع ضيقلا زعج وةنئبا إهقلط ما  
Artinya: Apabila Hakim telah menemukan bukti-bukti yang 
diajukan oleh Penggugat (istri) atau Tergugat telah 
memberikan pengakuan, sedangkan hal-hal yang 
menjadi dakwaan Penggugat yaitu ketidakmampuan 
kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai suami 
istri dan Hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, 
maka Hakim boleh memutuskan dengan memutuskan 
dengan talak satu bain. 
Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka ternyata gugatan 
Penggugat beralasan hukum dan telah memenuhi unsur alasan 
cerai, sesuai, sesuai ketentuan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 
Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 
Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, serta 
gugatan tersebut tidak melawan hak, oleh karenanya petitum yang 
meminta agar perkawinan Penggugat dan Tergugat diceraikan 
dapat dipertimbangkan. 
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Berhubung gugatan Penggugat dikabulkan karena ini 
adalah perceraian pertama antara Penggugat dan Tergugat maka 
berdasarkan pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam 
Majelis hakim dalam menceraikan perkawinan Penggugat dengan 
Tergugat dengan menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat 
terhadap Penggugat. 
 
2. Putusan Nomor 1113/Pdt.G/2016/PA.Skh 
a. Duduk Perkara 
Perkara ini didaftarkan pada tanggal 17 Oktober 2016. 
Bahwa Penggugat dan Tergugat pada tanggal 31 Mei 2010 telah 
melangsungkan perkawinan yang sah dan dicatat oleh KUA 
Kecamatan Baki, Kabupaten Sukoharjo. Saat menikah keduanya 
berstatus Janda dan Duda, dan masing-masing telah dikaruniai 2 
anak pada pernikahan sebelumnya. Dan dari pernikahannya 
kemudian telah dikaruniai seorang anak yang lahir pada tanggal 04 
Januari 2011. Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di 
rumah kontrakan selama 2 tahun. Kemudian pindah ke rumah 
Penggugat yang kemudian dijadikan tempat tinggal bersama di 
Kelurahan Purbayan, Kecamatan Baki, Kabupaten Sukoharjo 
selama kurang lebih 4 tahun.  
Rumah tangga keduanya awalnya harmonis dan bahagia, 
namun kurang lebih sejak bulan Oktober 2015 rumah tangga 
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menjadi goyah karena terus menerus terjadi perselisihan dan tidak 
ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Hal ini 
disebabkan karena Penggugat  kerap berkata kasar dan bertindak 
kasar yang berujung pada kekerasan rumah tangga baik secara 
psikis maupun fisik. Pada bulan Desember 2015 terjadi 
pertengkaran hebat sampai akhirnya terjadi KDRT oleh Tergugat 
berupa ucapan yang menyakitkan dan KDRT fisik yang 
menimbulkan Penggugat luka lebam – lebam biru/ungu tua di 
lengan kanan dan kiri, juga benjolan di kepala Penggugat. 
Kemudian sejak bulan Mei 2016 Penggugat menggantikan 
Tergugat menjadi kepala keluarga yang harus memenuhi kebutuhan 
hidup sehari-hari. Rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak 
dapat dipertahankan lagi, sehingga pada pada tanggal 30 September 
2016 keduanya menghadap Kepala Desa Purbayan dan membuat 
kesepakatan lisan untuk bercerai, setelah sebelumnya dilakukan 
mediasi oleh Kepala Desa Purbayan. Selama itu 
hubungan/komunikasi antara Penggugat dan Tergugat hanya 
sebatas masalah anak, karena Penggugat dan Tergugat sudah pisah 
ranjang sejak bulan Desember 2015.  
Setelah dibacakan surat gugatan Penggugat, Tergugat 
memberi jawaban secara lisan di muka persidangan sebagai 
berikut: 
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1) Tidak benar pada bulan Oktober 2015 Penggugat dan Tergugat 
bertengkar karena Tergugat menuduh Penggugat selingkuh 
dengan lelaki lain di sosial media, tetapi Tergugat cemburu 
karena Penggugat main handphone dari malam hingga pagi 
hari. Tergugat membenarkan bahwa Penggugat dan Tergugat 
pernah bertengkar dikarenakan anak gawan. Hal tersebut 
dipicu Tergugat yang sedang capek sehingga memarahi anak-
anak Penggugat dan Tergugat dan juga berimbas pada 
Penggugat. 
2) Pada tanggal 7 Nopember 2015 adalah puncaknya perselisihan, 
karena Penggugat main handphone dengan lelaki lain. Dan 
benar Tergugat pernah menyakiti Penggugat  (menarik rambut 
dan memukul kaki Penggugat), sehingga tidak benar jika ada 
luka lebam tetapi mungkin ada benjolan pada kepala 
Penggugat dikarenakan benturan pada dinding tembok. 
3) Pada bulan Mei 2016, Tergugat tidak memberi nafkah kepada 
Penggugat dikarenakan tidak mempunyai uang, namun 
Tergugat masih membayar tagihan listrik dan KPR. Sehingga 
Tergugat mencari solusi mau cari pinjaman di leasing namun 
Penggugat tidak bersedia. Penggugat juga telah mengganti 
nomor rekening tabungan bank. 
b. Gugatan 
Primair: 
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1) Mengabulkan gugatan Penggugat; 
2) Menjatuhkan talak satu bain sughro dari Tergugat kepada 
Penggugat; 
3) Membebankan biaya perkara menurut hukum; 
Subsider: 
Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya. 
c. Bukti 
Dalam gugatannya, Penggugat mengajukan bukti dua orang 
saksi. Saksi I adalah ibu Penggugat dan mengenal Tergugat. Saksi I 
mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami istri 
sah yang menikaha pada tahun 2010 dan setelah menikah tinggal 
bersama di rumah kontrakan di Kelurahan Purbayan, Kecamatan 
Baki, kabupaten Sukoharjo. Penggugat dan Tergugat sudah 
berhubungan layaknya suami istri dan sudah mempunyai seorang 
anak. Semula rumah tangga harmonis namun setahun yang lalu 
antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan 
pertengkaran karene Tergugat cemburu dengan Penggugat yang 
sedang chatting dengan temannya, sehingga terjadi pertengkaran 
dan pemukulan oleh tergugat kepada Penggugat. Penggugat setelah 
mandi difoto telanjang oleh Tergugat dan mengancam akan 
disebarkan kepada orang lain. Pemukulan pertama menggunakan 
pedang mainan yang semula anaknya dipukul kemudian Penggugat 
yang dipukul. Pemukulan kedua adalah Penggugat ditarik masuk ke 
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kamar, sewaktu saksi berada di dapur, saksi mendengar Penggugat 
berteriak dan paginya Penggugat menunjukkan luka memarnya. 
Saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 
2 bulan karena Penggugat pergi dari rumah tinggal bersama dan 
tinggal di rumah kost, kemudian Penggugat pulang lagi ke rumah 
bersama karena Tergugat pergi berkerja di Magelang. Pihak 
keluarga sudah mencoba untuk mendamaikan keduanya namun 
usaha tersebut tidak berhasil. 
Saksi II adalah teman kerja Penggugat, dan saksi juga 
mengenal Tergugat sebagai suami sah Penggugat. Menurut 
keterangan Saksi II menikah sekitar 6 tahun yang lalu dan 
keduanya setelah menikah tinggal di rumah bersama di Kelurahan 
Purbayan, Kecamatan Baki, Kabupaten Sukoharjo. Keterangan dari 
Saksi II senada dengan keterangan Saksi I, bedanya Saksi II tidak 
melihat pertengkaran dan pemukulan oleh Tergugat pada 
Penggugat, melainkan Saksi II sebatas diberi lihat bekas luka 
memar di punggung dan tangan Penggugat. 
d. Pertimbangan Hakim 
Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak 
yang berperkara, tetapi usaha tersebut tidak berhasil. Penggugat 
dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat  telaj 
melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah 
Kantor Urusan Agama Kecamatan Baki Kabupaten Sukoharjo dan 
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rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, oleh 
karena itu Penggugat memiliki legal standing untuk mengajukan 
gugatan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan 
Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 73 Undang-undang 
Nomor 7 tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-undang 
Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009. 
Sesuai dengan bukti P.2 Penggugat dan Tergugat beragama 
Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum 
Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) 
huruf (a) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 14 dan 
Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Pasal 
49 huruf (a) Undang-undan Nomor 7 tahun 1989 yang sudah 
diubah Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang 
Nomor 50 tahun 2009 Peradilan Agama berwenang memeriksa, 
mengadili, dan memutus perkara a quo. 
Sesuai dengan bukti P.1, ternyata Penggugat adalah 
penduduk dalam wilayah hukum Kabupaten Sukoharjo dan masuk 
dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 73 
ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, maka perkara ini 
menjadi kewenangan Pengadilan Agama Sukoharjo. 
Bahwa dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat 
dalam gugatan cerai ini adalah sejak Oktober 2015 rumah 
tangganya menjadi goyah karena antara Penggugat dan Tergugat 
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terus-menerus terjadi perselisishan dan pertengkaran disebabkan 
Tergugat berkata kasar dan bertindak kasar kepada Penggugat. 
Kemudian sejak Desember 2015 Penggugat dan Tergugat sudah 
pisah kamar sampai 10 bulan lamanya, meskipun masih satu 
rumah, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah 
tangga sebagaimana tersebut dalam pasal 19 huruf (f)  Peraturan 
Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi 
Hukum Islam. 
Pada pokoknya Tergugat tidak membantah dalil-dalil 
gugatan Penggugat terutama adanya perselisihan dan percekcokan 
antara Penggugat dengan Tergugat. Berdasarkan pengakuan 
Tergugat serta sebagaimana ternyata pada bukti P.2, harus 
dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah 
terikat dalam perkawinan yang sah. 
Keterangan saksi-saksi dari Penggugat telah menjelaskan 
latar belakang bagaimana ia tahu tentang apa yang diterangkannya, 
dan pengetahuan tersebut berdasarkan penglihatan / pendengaran / 
pengalaman sendiri mengenai fakta-fakta yang diterangkannya 
serta tidak ada saksi pihak lawan yang menerangkan bahwa ia 
seorang yang berperilaku buruk (tidak bersifat adil) maka 
berdasarkan Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 172 HIR., maka 
keterangan saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti. 
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Berdasarkan pengakuan Tergugat atas dalil-dalil gugatan 
Penggugat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh 
Penggugat, dapat terbukti bahwa: 
- Bahwa Penggugat dan Terbukti menikah tanggal 31 Mei 2010; 
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat pernah 
hidup rukun dan harmonis pernah hidup bersama di rumah 
kontrakan di perumahan yang terletak di Kelurahan Purbayan, 
Kecamatan Baki, Kabupaten Sukoharjo, kemudian di rumah 
Penggugat di perumahan lain yang masih satu kelurahan 
dengan tempat tinggal sebelumnya dan sudah kumpul seperti 
layaknya suami istri dan sudah dikaruniai seorang anak; 
- Bahwa semula  rumah tangganya rukun dan harmonis namun 
sejak 1 tahun yang lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat 
tidak rukun lagi, yaitu antara Penggugat dan Tergugat sering 
terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat cemburu 
kepada Penggugat yang sedang chatting dengan temannya, 
sehingga terjadi pertengkaran dan pemukulan oleh Tergugat 
kepada Penggugat; 
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat susah pisah tempat 
tinggal sampai sekarang selama 2 bulan karena Penggugat 
pergi dari rumah bersama dan tinggal di rumah kost, kemudian 
Penggugat pulang lagi ke rumah bersama dikarenakan 
Tergugat pergi bekerja di Magelang; 
58 
 
- Bahwa Majelis Hakim serta pihak keluarga sudah berusaha 
menasehtai akan tetapi tidak berhasil. 
Upaya untuk mendamaikan para pihak dengan cara 
meminta bantuan dan nasehat dari keluarga Penggugat dan 
Tergugat ternyata tidak berhasil juga, hal ini membuktikan bahwa 
rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah hancur dan pecah dan 
tidak ada ketentraman dan kebahagiaan lahir dan bathin. 
Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil dari Kitab Fiqh 
Sunnah Juz II halaman 248 yang berbunyi: 
 ص لا فى ضىقلا زعج حلنئبا ةقلط إهقلط  
Artinya: Seorang hakim tidak mampu mendamaikan keduanya, 
maka boleh menceraikannya dengan talak bain. 
Berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan di atas, 
maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah 
cukup alasan dan memenuhi ketentuan Pasal 116 huruf (f) 
Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan 
Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, oleh karena itu gugatan 
Penggugat dapat dikabulkan. 
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 BAB IV 
ANALISIS HASIL PENELITIAN 
 
A. Analisis Faktor Kekerasan Dalam Rumah Tangga 
1. Bentuk-bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga 
Berikut adalah bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga 
yang menjadi alasan perceraian di Pengadilan Agama Sukoharjo. Agar 
bisa memberi hukuman pidana kepada pelaku KDRT, lahirlah Undang-
undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam 
Rumah Tangga. Berikut adalah bentuk-bentuk KDRT yang dijelaskan 
pada Bab III Pasal 5, 6, 7, dan 9. 
a. Kekerasan fisik 
Kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, 
jatuh sakit, atau luka berat. 
b. Kekerasan psikis 
Kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, 
hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, 
rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang. 
c. Penelantaran rumah tangga 
Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah 
tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena 
persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, 
perawatan atau pemeliharan kepada orang tersebut. Penelantaran 
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rumah tangga juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan 
ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang 
untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga 
korban berada di bawah kendali orang tersebut. 
Meskipun dalam Laporan Tahunan Pengadilan Agama hanya 
tercantum 2 kasus kekejaman fisik dan 1 kasus kekejaman psikis, 
faktanya setelah membaca 2 putusan yang diperoleh peneliti, Tergugat 
telah melakukan beberapa cara kekerasan dalam rumah tangga yang 
peneliti sebutkan di atas. Hakim Pengadilan Agama Sukoharjo memiliki 
aturan tersendiri untuk mengkategorikan sebuah perkara yang sudah 
diputus cenderung pada faktor-faktor penyebab perceraian yang ada 
dalam Laporan Tahunan. 
 
2. Kategori Kekerasan 
Kata kekerasan nyatanya masih bersifat umum berdasarkan 
Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan 
Dalam Rumah Tangga. Kemudian dalam Pasal 5 dijelaskan cara yang 
bagaimana saja yang termasuk kekerasan. Kekerasan tidak selalu berarti 
tentang kekerasan fisik saja, tetapi juga kekerasan psikis.  
Berikut pengkategorian jenis-jenis kekerasan pada putusan yang 
peneliti dapatkan dari Pengadilan Agama Sukoharjo berdasarkan UU 
PKDRT: 
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a. Putusan Nomor 1344/Pdt.G/2016/PA.Skh 
Rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan 
harmonis dan bahagia, namun kurang lebih sejak bulan Januari tahun 
2014, rumah tangga menjadi goyah karena antara Penggugat dan 
Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan 
tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga 
disebabkan antara lain: 
1) Tergugat menjalin hubungan dengan perempuan lain, antara ia 
dan perempuan lain tersebut sering saling komunikasi melalui 
telpon. Setiap kali tergugat menerima telpon dari perempuan 
lain tersebut ia langsung pergi dan menemuinya. Sehingga 
Penggugat menjadi curiga lalu bertanya kepada Tergugat dan ia 
mengakui adanya hubungan tersebut; 
2) Tergugat mempunyai sifat/ perilaku temperamen atau mudah 
marah dan tindak kekerasan. Setiap kali ia melihat/ mengetahui 
hal-hal yang tidak berkenan, ia marah-marah dan memukuli 
penggugat. Jika diperingatkan Tergugat justru tambah marah; 
3) Tergugat tidak memberikan kasih sayang terhadap anak-anak. 
Seringkali Tergugat memperlakukan anak-anak secara kasar 
baik secara ucapan/ lisan maupun tindakan (memukul/ 
menendang); 
4) Tergugat sama sekaliti dak memperdulikan Penggugat dan anak-
anak, yakni ia lebih mementingkan diri sendiri daripada 
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kepentingan rumahtangga. Penggugat menjelaskan bahwa ketika 
perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi Tergugat sering 
membentak-bentak Penggugat dengan kata-kata kasar yang 
menyakitkan hati, Tergugat sering memukuli Penggugat dengan 
menggunakan alat (sapu dan pralon) dan Tergugat mengancam 
akan menyiksa Penggugat hingga meninggal. 
Dalam duduk perkara putusan ini, pada poin nomor 4 huruf a, 
Tergugat menjalin hubungan antara ia dan perempuan lain. Tergugat 
sering berkomunikasi dengan melalui telepon dan setiap tergugat 
menerima telepon dari perempuan lain tersebut ia langsung pergi 
menemuinya. Penggugat curiga terhadap sikap Tergugat dan 
menanyakannya dan Tergugat mengakui adanya hubungan tersebut. 
Tergugat mempunyai sifat temperamen, mudah marah dan kerap 
bertindak kasar. Jika ada hal yang tidak berkenan Tergugat marah-
marah dan memukuli Penggugat. Dan ketika terjadi pertengkaran 
tersebut Tergugat membentak-bentak Penggugat dengan kata-kata 
kasar yang menyakitkan hati, dan Tergugat sering memukuli 
Penggugat dengan menggunakan alat (sapu dan pralon) dan Tergugat 
mengancam akan menyiksa sampai Penggugat meninggal. 
Dalam putusan ini Tergugat melakukan kekerasan dengan 
dua cara. Yang pertama, sikap Tergugat berselingkuh termasuk 
kekerasan psikis, karena menyakiti hati Penggugat sebagai istri 
sahnya. Selain itu, kekerasan psikis yang dilakukan oleh Tergugat 
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adalah sering berkata kasar. Kemudian yang kedua, kekerasan fisik, 
yakni Tergugat kerap memukuli Penggugat, hingga Penggugat 
ketakutan dan akhirnya pergi pulang ke rumah orang tua Penggugat. 
b. Putusan Nomor 1113/Pdt.G/2016/PA.Skh 
Berdasarkan duduk perkara dalam putusan ini, pada poin 
nomor 5 telah dijelaskan bahwa Tergugat kerap berkata kasar dan 
bertindak kasar. Sikap Tergugat ini termasuk dalam kekerasan psikis 
dan fisik. Kemudian pada poin nomor 7 Penggugat menjelaskan 
bahwasanya sejak bulan Mei 2016 atau lima bulan sebelum perkara 
ini didaftarkan, Penggugat telah menggantikan posisi tergugat 
sebagai kepala keluarga yang harus memenuhi kebutuhan hidup 
sehari-hari. Artinya Tergugat tidak menafkahi Penggugat dan anak-
anaknya. Hal ini termasuk kekerasan dengan cara penelantaran 
rumah tangga. Padahal menafkahi keluarga adalah kewajiban suami 
dan walaupun terjadi perceraian, bekas suami wajib memberi biaya 
hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 
tahun.1 
Dalam satu perkara saja ternyata Tergugat telah melakukan 
beberapa cara kekerasan. Yang pertama, kekerasan psikis karena 
kerap berkata kasar. Kedua kekerasan fisik, Tergugat memukul 
Penggugat hingga luka lebam-lebam biru/ ungu tua di lengan kanan 
dan kiri juga benjolan di kepala Penggugat. Ketiga penelantaran 
                                                          
1Pasal 149 huruf d Kompilasi Hukum Islam  
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rumah tangga, Penggugat menjelaskan bahwa dirinya menggantikan 
posisi Tergugat sebagai kepala keluarga memenuhi kebutuhan 
keluarganya, berarti Tergugat tidak bertanggung jawab menafkahi 
keluarganya. Seperti dalam Pasal 9 poin (1) Undang-undang No. 23 
tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga 
yang berbunyi: 
Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup 
rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku 
baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib 
memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan 
kepada orang tersebut. 
Rumah tangga Tergugat dan Penggugat pada awalnya 
berjalan baik dan harmonis, ditambah keduanya sudah memiliki 
seorang anak dari hasil perkawinannya. Namun kurang lebih sejak 
bulan Oktober 2015, rumah tangga menjadi goyah karena antara 
Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan 
pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam 
rumah tangga. 
Menurut keterangan Penggugat, Tergugat kerap berkata 
kasar dan bertindak kasar yang berujung pada kekerasan rumah 
tangga baik itu secara psikis maupun fisik kepada Penggugat 
sehingga membuat penggugat semakin tidak kuat menjalani hidup 
bersama Tergugat. Kemudian pada bulan Desember tahun 2015, 
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terjadi pertengkaran hebat antara Tergugat dan Penggugat, sampai 
akhirnya terjadi Kekersan Dalam Rumah Tangga (KDRT) oleh 
Tergugat berupa ucapan yang menyakitkan dan KDRT fisik yang 
menimbulkan Penggugat luka lebam – lebam biru/ ungu tua di 
lengan kanan dan kiri, juga benjolan di kepala Penggugat. Kejadian 
tersebut menimbulkan lukahati Penggugat yang tidak dapat hilang 
sampai saat ini. 
 
B. Analisis Pertimbangan Hakim 
Pada hari Rabu tanggal 3 Januari 2018, peneliti menemui dan 
mewawancarai Dra. Hj. Ufik Nur Arifah Hidayati, MSI. selaku hakim di 
Pengadilan Agama Sukoharjo. Beliau adalah Ketua Majelis Hakim pada 
putusan perkara Nomor 1344/Pdt.G/2016/PA.Skh. Sebagaimana dalam 
penjelasan pada bab sebelumnya, Majelis Hakim menggunakan pasal 116 
huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Berangkat dari pertimbangan hakim 
tersebut peneliti ingin mengetahui apa alasan Majelis Hakim menggunakan 
pasal 116 huruf (f), dan bukan menggunakan pasal 116 huruf (d). 
Bahwa Majelis Hakim tidak sembarangan saat menggunakan 
undang-undang untuk dijadikan pertimbangan hakim. Pasal 116 huruf (d) 
memiliki kriteria kasus seperti apa yang dapat memenuhi unsur pasal 
tersebut. Bahwa kriteria tersebut tercantum dalam Pasal 5 dan 6 Undang-
undang No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah 
Tangga yang berbunyi: 
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Pasal 5 
Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga 
terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara: 
a. Kekerasan fisik; 
b. Kekerasan psikis; 
c. Kekerasan seksual; 
d. Penelantaran rumah tangga. 
 
Pasal 6 
Kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a adalah 
perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat. 
 
Seperti dalam putusan Nomor 1344/Pdt.G/2016/PA.Skh tersebut 
pada duduk perkara dibawah ini: 
4. b.  Tergugat mempunyai sifat/perilaku temperamen/mudah 
marah dan tindak kekerasan. Setiap kali ia 
melihat/mengetahui hal-hal yang tidak berkenan, ia marah-
marah dan memukuli Pengggugat. Jika diperingatkan 
Tergugat justru tambah marah. 
c. Tergugat tidak memberikan kasih sayang terhadap anak-
anak. Seringkali Tergugat memperlakukan anak-anak secara 
kasar baik secara ucapan/ lisan maupun tindakan (memukul 
dan menendang). 
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5
. 
Bahwa ketika perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi. 
Tergugat sering membentak-bentak Penggugat dengan kata-
kata kasar yang menyakitkan hati. Tergugat sering 
memukuli Penggugat bahkan Tergugat seringkali memukuli 
Penggugat dengan menggunakan alat (sapu dan pralon) dan 
tergugat mengancam akan menyiksa Penggugat hingga 
meninggal. 
 
Dra. Hj. Ufik Nur Arifah Hidayati, MSI. menambahkan penjelasan 
mengenai kriteria yang memenuhi Pasal 116  huruf (d) Kompilasi Hukum 
Islam, bahwa jenis pukulan tersebut adalah pukulan yang menimbulkan efek 
berat seperti patah tulang, cacat badan,  bahkan dapat membahayakan 
jiwanya. Apabila setelah dipukul tetapi Penggugat masih bisa beraktivitas 
seperti biasa, berarti kasus tersebut tidak bisa dikenakan pasal 116 huruf (d). 
Kemudian hakim mengabulkan gugatan sesuai dengan ultra petita, 
yakni penjatuhan putusan oleh hakim atas perkara yang tidak dituntut atau 
memutus melebihi daripada yang diminta. Kemudian Majelis Hakim hanya 
dapat menghukum Tergugat secara Perdata bukan Pidana, karena Penggugat 
mengajukan gugatannya di Pengadilan Agama yang ranahnya Perdata.2 Perlu 
ditekankan kembali bahwa kata ‘kekerasan’ tidak selalu identik dengan 
kekerasan fisik. Dalam Undang-undang No. 23 tahun 2004 tentang PKDRT 
telah diuraikan pada Pasal 5. 
                                                          
2 Wawancara mengenai Pertimbangan Hakim di Pengadilan Agama Sukoharjo, 3 Januari 2018. 
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Bahwa Indonesia telah meratifikasi Kovenan Internasional tentang 
Hak-hak Sipil dan Politik (International Covenant on Civil and Political 
Right/ICCPR) dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang 
Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan 
Internasional tentang Hak-Hak sipil dan Politik) yang menegaskan bahwa 
semua orang adalah sama di hadapan hukum dan peraturan perundang-
undangan melarang diskriminasi serta menjamin perlindungan yang setara 
bagi semua  orang dari diskriminasi berdasarkan alasan apapun, termasuk 
jenis kelamin atau gender. Indonesia sebagai Negara pihak dalam Konvensi 
Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (Convention 
on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women/CEDAW) 
mengakui kewajiban Negara untuk memastikan bahwa perempuan memiliki 
akses terhadap keadilan dan bebas dari diskriminasi dalam sistem peradilan.3  
Dalam membuat pertimbangan hakim, Majelis Hakim telah melakukan 
diskriminasi terhadap perempuan. Diskriminasi Terhadap Perempuan adalah 
segala pembedaan, pengucilan atau pembatasan yang dibuat atas dasar jenis 
kelamin yang mempunyai dampak atau tujuan untuk mengurangi atau 
meniadakan pengakuan, penikmatan, atau penggunaan hak asasi manusia dan 
kebebasan-kebebasan pokok di bidang hukum, politik, ekonomi, sosial, 
budaya, sipil atau bidang lainnya oleh perempuan, terlepas dari status 
perkawinan mereka atas dasar kesetaraan antara laki-laki dan perempuan.4 
Menurut keterangan Penggugat pada kedua putusan yang dianalisis oleh 
                                                          
3 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman 
Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum 
4 Ibid, Pasal 1 poin 8 
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peneliti, menyampaikan keterangan bahwa Penggugat dipukul sampai timbul 
bekas luka benjol dan atau lebam biru/ungu tua, bahkan ada yang diancam 
akan disiksa sampai meninggal. Bukti dua orang saksi sudah cukup untuk 
membuktikan bahwa Tergugat telah melakukan kekerasan fisik dalam rumah 
tangga, karena sesuai dengan hukum acara saksi memberikan keterangan 
dibawah sumpah disumpah, bahwa para saksi menyampaikan kesaksian 
dengan benar, yang telah mereka saksikan dengan mata kepala sendiri. 
Namun Majelis Hakim pada kedua putusan tidak menggunakan Pasal 116 
huruf d sebagai alasan dikabulkannya gugatan perceraian, melainkan Pasal 
116 huruf f yang bunyinya sebagai berikut:  
Pasal 116 
d Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang 
membahayakan pihak lain; 
f Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan 
pertengkaran dan tidak ada lagi harapan akan hidup rukun lagi dalam 
rumah tangga. 
 
Seperti yang peneliti kutip dalam Catatan Tahunan Komnas 
Perempuan tahun 2017 yang peneliti cantumkan pada bab I, Pengadilan 
Agama menggunakan terminologi kategorisasi penyebab perceraian dimana 
hal tersebut menunjukkan sebuah fenomena penghalusan peristilahan yang 
berdampak mengaburkan penyebab sesungguhnya dari perceraian. Majelis 
Hakim seharusnya mengadili perkara dengan berasaskan non diskriminasi 
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sesuai dengan Pasal 2 Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman 
Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan hukum yang berbunyi: 
Hakim mengadili perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum 
berdasarkan asas: 
a. Penghargaan atas harkat  dan martabat manusia; 
b. Non diskriminasi; 
c. Kesetaraan gender; 
d. Persamaan di depan hukum; 
e. Keadilan; 
f. Kemanfaatan; dan 
g. Kepastian hukum 
Dilanjutkan pada pasal 3 dan pasal 4 yang berbunyi: 
Pasal 3 
Pedoman mengadili perkara Perempuan Berhadapan dengan 
Hukum bertujuan agar hakim: 
a. Memahami dan menerapkan asas sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 2; 
b. Mengidentifikasi situasi perlakuan yang tidak setara sehingga 
mengakibatkan Diskriminasi Terhadap Perempuan; dan 
c. Menjamin hak perempuan terhadap akses yang setara dalam 
memperoleh keadilan. 
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Pasal 4 
Dalam pemeriksaan perkara, hakim agar mempertimbangkan 
Kesetaraan Gender dan non-Diskriminasi, dengan mengidentifikasi 
fakta persidangan: 
a. Ketidaksetaraan status sosial antara para pihak yang berperkara; 
b. Ketidaksetaraan perlindungan hukum yang berdampak pada 
akses keadilan 
c. Diskriminasi; 
d. Dampak psikis yang dialami korban; 
e. Ketidakberdayaan fisik dan psikis korban; 
f. Relasi Kuasa yang mengakibatkan korban/saksi tidak berdaya; 
dan 
g. Riwayat kekerasan dari pelaku terhadap korban/saksi. 
Kemudian pada pasal 8 pada ayat (1) dan ayat (3) yang berbunyi: 
(1) Hakim agar menanyakan kepada perempuan sebagai korban tentang 
kerugian, dampak kasus dan kebutuhan untuk pemulihan. 
(3) Dalam hal pemulihan korban atau pihak yang dirugikan, hakim agar: 
a. Konsisten dengan prinsip dan standar hak asasi manusia; 
b. Bebas dari pandangan Stereotip Gender; dan 
c. Mempertimbangkan situasi dan kepentingan korban dari 
kerugian yang tidak proporsional akibat ketidaksetaraan Gender. 
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Perma ini diinisiasikan oleh Kelompok Kerja Perempuan dan Anak 
Mahkamah Agung. Perma ini lebih luas mengatur mengenai pedoman hakim 
dalam mengadili perkara pidana maupun perdata. Keberadaannya sangat 
diperlukan terutama dalam peradilan pidana dan perempuan-perempuan yang 
berhadapan dengan hukum. Sebelum lahirnya perma ini  terdapat 
inkonsistensi persepsi hakim  terkait dengan proses peradilan yang 
melibatkan perempuan. Terdapat beberapa putusan hakim yang memberikan 
pertimbangan-pertimbangan yang justru menjauhkan perempuan untuk 
mendapatkan akses keadilan.5 
                                                          
5 www.icjr.or.id/icjr-mengapresiasi-perma-pedoman-mengadili-perkara-perempuan-
berhadapan-dengan -hukum/ di akses pada tanggal 15 Februari 2018. 
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BAB V 
 
PENUTUP 
 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan tujuan penelitian ini, ditarik beberapa kesimpulan 
sebagai berikut: 
1. Bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga yang menjadi alasan 
perceraian di Pengadilan Agama Sukoharjo telah dijelaskan dalam Pasal 
5 Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan 
Dalam Rumah Tangga, yakni: 
a. Kekerasan fisik; 
b. Kekerasan psikis; dan 
c. Penelantaran rumah tangga. 
2. Majelis Hakim dalam pertimbangan mengabulkan gugatan pada putusan 
Nomor 1344/Pdt.G/2016/PA.Skh dan putusan Nomor 
1113/Pdt.G/2016/PA.Skhmenggunakan Pasal 116 huruf  f yang berbunyi 
“Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan 
pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah 
tangga”. Seharusnya Majelis Hakim dapat menggunakan Pasal 116 huruf 
d yang berbunyi “Salah satu pihak melakukan kekejaman atau 
penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain” sebagai alasan 
terjadinya perceraian, karena di dalam posita Penggugat menerangkan 
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bahwa Penggugat dipukul hingga muncul luka benjol, dan lebam, serta 
diancam akan disiksa sampai meninggal. Penggugat juga sudah 
mengajukan bukti yang kuat yaitu dua orang saksi. Bahwa berdasarkan 
Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara 
Perempuan Berhadapan dengan Hukum, hakim harus berasaskan non-
diskriminasi.  
B. Saran 
1. Untuk pasangan diharapkan dapat melaksanakan hak dan kewajiban 
suami-istri yang tercantum dalam Pasal 77, Pasal 78, Pasal 79 dan 80 
Kompilasi Hukum Islam sehingga bisa mewujudkan kehidupan rumah 
tangga yang sakinah mawadah, dan rahmah sesuai Pasal 2 KHI. Diantara 
kewajiban suami-istri tersebut adalah sebagai berikut: 
Pasal 77 
(1) Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah 
tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi 
dasar dari susunan masyarakat; 
(2) Suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia 
dan  memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain; 
(3) Suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara 
anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani 
maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya; 
(4) Suami istri wajib memelihara kehormatannya. 
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2. Untuk Pengadilan Agama diharapkan dapat mengoptimalkan kinerjanya 
dalam menyelesaikan perkara perdata umat Islam Indonesia khususnya 
perkara perceraian dengan faktor kekerasan dalam rumah tangga, 
sehingga korban bisa mendapatkan hak atas rasa aman serta dapat 
mengimplementasikan Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman 
Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum. 
3. Untuk peneliti selanjutnya diharapkan dapat menyempurnakan penelitian 
bertema Kekerasan Dalam Rumah Tangga, karena penelitian ini masih 
terdapat banyak kekurangan. 
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 Peneliti 
 
SALINAN 
P  U  T  U  S  A  N 
Nomor  1113/Pdt.G/2016/PA.Skh 
 
ميحرلا نمحرلا الله مسب 
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA 
 
Pengadilan Agama Sukoharjo yang memeriksa dan mengadili perkara 
rkara perdata dalam tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah 
menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara : 
  
Penggugat, Umur 39 tahun, Agama Islam, pekerjaan pegawai swasta, 
pendidikan S1, tempat kediaman semula di Perum Citra Mulya II 
No.25 RT. 003 RW. 005, Kelurahan Purbayan, Kecamatan 
Baki, Kabupaten Sukoharjo. 
Selanjutnya disebut sebagai Penggugat. 
melawan 
Tergugat, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan pegawai swasta, pendidikan 
S1, tempat kediaman di Perum Citra Mulya II No.25 RT. 003 RW. 
005, Kelurahan Purbayan, Kecamatan Baki, Kabupaten 
Sukoharjorjo  . 
                     Selanjutnya disebut sebagai Tergugat. 
Pengadilan Agama tersebut ;   
Setelah membaca surat gugatan Penggugat ;   
Setelah mendengar keterangan para pihak dan saksi-saksi;   
Setelah memeriksa alat-alat bukti ;      
DUDUK PERKARA  
Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan pada gugatannya tertanggal 
17 Oktober 2016 yang terdaftar dalam register Pengadilan Agama Sukoharjo 
Nomor 1113/Pdt.G/2016/PA.Skh, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:   
1. Bahwa pada tanggal 17 Jumadil Akhir 1431 H ( 31 Mei 2010 ), telah 
dilangsungkan perkawinan yang sah berdasarkan agama Islam, yang 
kemudian dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama 
S a l i n a n 
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Kecamatan Baki, Kabupaten Sukoharjo sebagaimana ternyata dari Kutipan 
Akta Nikah No. 183/44/V/2010 tanggal 31 Mei 2010. Pada saat menikah 
Penggugat berstatus Janda dengan 2 anak dan Tergugat berstatus Duda 
dengan 2 anak. 
2.   Bahwa  dari perkawinan Para Pihak telah dilahirkan seorang anak, yaitu 
Anak Ke I, lahir di Surakarta tanggal 04 Januari 2011, sesuai dengan 
Kutipan Akta Kelahiran Nomor 494/2011 tanggal 08 Pebruari 2011, yang 
dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Surakarta. 
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat 
tinggal di rumah kontrakan di Perum Citra Purbayan Indah Blok B No.5 
Kelurahan Purbayan, Kecamatan Baki, Kabupaten Sukoharjo selama 2 
tahun. Setelah itu Penggugat dan Tergugat pindah dan menempati rumah 
Penggugat yang dijadikan sebagai tempat kediaman bersama dan 
beralamat di Perum Citra Mulya II No.25 RT. 003 RW. 005, Kelurahan 
Purbayan, Kecamatan Baki, Sukoharjo selama kurang lebih 4 tahun hingga 
saat ini. 
4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan 
Tergugat berjalan baik dan harmonis, apalagi kemudian dari ikatan 
perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah lahir seorang anak 
sehingga kebahagiaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terasa 
semakin lengkap, namun kurang lebih sejak bulan Oktober 2015, rumah 
tangga menjadi goyah karena antara Penggugat dan Tergugat terus 
menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan 
hidup rukun lagi dalam rumah tangga. 
5. Bahwa Penggugat juga kerap berkata kasar dan bertindak kasar yang 
berujung pada kekerasan rumah tangga baik itu secara psikis maupun fisik  
kepada Penggugat sehingga membuat Penggugat semakin tidak kuat 
menjalani hidup bersama Tergugat. 
6. Bahwa pada bulan Desember 2015 terjadi pertengkaran hebat antara 
Tergugat dengan Penggugat, sampai akhirnya terjadi Kekerasan Dalam 
Rumah Tangga (KDRT) oleh Tergugat berupa ucapan yang menyakitkan 
dan KDRT fisik yang menimbulkan Penggugat luka lebam – lebam biru/ 
ungu tua di  lengan kanan dan kiri juga benjolan di kepala Penggugat. 
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Kejadian tersebut menimbulkan luka di hati Penggugat yang tidak dapat 
hilang sampai saat ini. 
7. Bahwa sejak bulan Mei 2016 hingga saat ini Penggugat telah menggantikan 
posisi Tergugat sebagai kepala keluarga yang harus memenuhi kebutuhan 
hidup sehari-hari. 
8.  Bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat  sudah tidak 
mungkin dapat dipertahankan lagi, sehingga pada tanggal 30 September 
2016 Penggugat dan Tergugat menghadap Kepala Desa Purbayan dan 
membuat kesepakatan secara lisan untuk bercerai, setelah sebelumnya 
dilakukan mediasi oleh Kepala Desa Purbayan.  
9. Bahwa selama itu hubungan / komunikasi antara Penggugat dan Tergugat 
hanya sebatas masalah anak, karena Penggugat sudah pisah ranjang 
dengan Tergugat semenjak bulan Desember 2015 dan sudah tidak ada lagi 
ketentraman dalam rumah tangga. 
10. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka dalil-dalil permohonan 
cerai gugat telah berdasarkan atas hukum yang berlaku dan telah sesuai 
dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 
serta telah sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana diatur dalam 
Pasal 19 huruf (f) PP No.9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi 
Hukum Islam. 
11. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat 
perkara ini.   
Berdasarkan alasan / dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua 
Pengadilan Agama Sukoharjo Cq Majelis Hakim untuk segera memeriksa dan 
mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya 
berbunyi: 
PRIMAIR : 
1. Mengabulkan gugatan Penggugat 
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro dari Tergugat (Tergugat) kepada 
Penggugat (Penggugat). 
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum 
SUBSIDER ; 
Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya. 
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Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dan 
Tergugat, masing-masing datang kepersidangan ;  
Menimbang bahwa Majelis Hakim telah menjelaskan kepada para pihak 
sebelum sidang dilanjutkan wajib melakukan mediasi dan memilih mediator 
yang sudah tersedia dalam daftar mediator yang tersedia di Pengadilan Agama 
Sukoharjo ;  
Menimbang bahwa para pihak telah sepakat menyerahkan kepada Majelis 
untuk menentukan mediatornya ;  
Menimbang bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan mediasi 
melalui mediator hakim yang ditunjuk oleh Majelis Hakim yang bernama Muh 
Mursid,SH, Wakil Panitera Pengadilan Agama Sukoharjo, yang dilaksanakan 
pada tanggal 09 November 2016 diruang mediasi Pengadilan Agama 
Sukoharjo, akan tetapi tidak berhasil ;  
Menimbang bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang  
isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan perubahan;   
1. Posita 4 bahwa pada bulan Oktober 2015 Penggugat dan Tergugat terjadi 
pertengkaran disebabkan Tergugat menuduh Penggugat selingkuh dengan 
lelaki yang bernama Rafles asal Pakistan, dan selama ini Penggugat belum 
pernah bertemu dengan lelaki tersebut. Tergugat cemburu padahal 
Penggugat hanya chatting dengan orang jauh. 
Dan sebelum kejadian tersebut, pada tahun 2014, Tergugat bersikap kasar 
dimana Tergugat memukul anak gawan Penggugat dan Penggugat 
berusaha membela anak kandungnya tetapi Tergugat juga memukul 
Penggugat. Dan diketahui bahwa Penggugat mempunyai 2 anak gawan dan 
Tergugat mempunyai 2 anak gawan. 
2. Posita 6 bahwa pada bulan Desember 2015 Tergugat memukul Penggugat 
untuk kedua kalinya. Padahal Tergugat pernah berjanji tidak akan 
mengulangi tindakan tersebut. 
3. Posita 7 bahwa sejak bulan Mei hingga Oktober 2016 Tergugat tidak 
memberi nafkah kepada Penggugat. Dan untuk memenuhi kebutuhan 
sehari-hari adalah Penggugat. Dan pada bulan Nopember 2016 Tergugat 
pernah memberi nafkah namun kurang. 
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4. Posita 9 bahwa awal bulan September 2016 Penggugat dan Tergugat telah      
pisah rumah, dimana Penggugat tinggal di rumah kost sendiri. Dan pada      
bulan Nopember Penggugat pulang kembali ke rumah bersama dikarenakan  
     Tergugat pergi bekerja di Magelang. Dan hingga kini Tergugat belum pernah  
     pulang lagi ke rumah bersama. 
Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat 
memberikan jawaban secara lesan yaitu  
1. Posita 4 bahwa tidak benar pada bulan Oktober 2015 Penggugat dan 
Tergugat bertengkar dikarenakan Tergugat menuduh Penggugat selingkuh 
dengan lelaki lain di sosial media, tetapi Tergugat cemburu dikarenakan 
Penggugat main handphone dari malam hingga pagi hari.  
Dan benar Penggugat dan Tergugat pernah bertengkar dikarenakan anak 
gawan. Hal tersebut dipicu Tergugat yang sedang capek sehingga memarahi 
anak-anak Penggugat dan Tergugat dan juga berimbas pada Penggugat. 
2. Posita 5 bahwa pada tanggal 7 Nopember 2015 puncaknya perselisihan 
dikarenakan Penggugat main Handphone dengan lelaki lain. Dan benar 
Tergugat penah menyakiti Penggugat (menarik rambut dan memukul kaki 
Penggugat), sehingga tidak benar jika ada luka lebam tetapi mungkin ada 
benjolan pada kepala Penggugat dikarenakan benturan pada dinding 
tembok. 
3. Posita 7 bahwa pada bulan Mei 2016, Tergugat tidak memberi nafkah 
kepada Penggugat dikarenakan tidak mempunyai uang, namun Tergugat 
masih membayar tagihan listrik dan KPR. Sehingga Tergugat mencari solusi 
mau cari pinjaman di leasing namun Penggugat tidak bersedia. Penggugat 
juga telah mengganti nomor rekening BTN sehingga Tergugat tidak bisa 
mentransfer uang. Dan pada bulan Nopember 2016, baru 2 minggu ini 
Tergugat baru mendapatkan pekerjaan lagi. 
4. Posita 8 bahwa benar Kepala Desa Purbayan telah menasehati Penggugat 
dan Tergugat. Tergugat tidak ingin menceraikan Penggugat tetapi 
Penggugat mendesak Tergugat untuk bercerai, sehingga Tergugat 
menyetujui kesepakatan bercerai. 
5. Posita 9 bahwa sejak bulan Oktober 2015 sudah pisah ranjang dikarenakan 
Penggugat sudah tidak mau berhubungan suami isteri. Kemudian bulan 
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Oktober 2016 Penggugat tinggal di rumah kost sendiri. Dan pada bulan 
Nopember 2016 Penggugat pulang kembali ke rumah bersama dikarenakan 
Tergugat pergi bekerja di Magelang. Dan hari ini Tergugat akan pulang lagi 
ke rumah bersama dan tentang perceraian Tergugat keberatan ; 
Menimbang bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat 
menyampaikan Replik secara lesan yaitu tetap seperti dalam gugatannya ; 
Menimbang bahwa atas Replik dari Penggugat tersebut, Tergugat 
menyampaikan Duplik secara lesan yaitu Tergugat tetap pada jawabannya dan 
tetap keberatan untuk cerai ; 
Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Penggugat 
mengajukan bukti  surat seperti ;   
1.  Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Penggugat Nomor 
3311107004770007 tanggal 24 Desember 2013, yang dikeluarkan 
oleh Pemerintah Kabupaten Sukoharjo, bermeterai cukup serta 
sudah dicocokkan dan ternyata cocok dengan aslinya (Bukti P.1); 
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 183/44/V/2010 tanggal 31 Mei 
2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Baki, 
Kabupaten Sukoharjo, bermeterai cukup serta sudah dicocokkan dan 
ternyata cocok dengan aslinya (Bukti P.2);  
Menimbang bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan saksi-saksi 
sebagai berikut ; 
SAKSI I : Saksi Ke I, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah 
tangga, tempat kediaman di Jl. Palem III No.24 RT 03 RW 05, Desa 
Purbayan, Kecamatan Baki, Kabupaten Sukoharjo,saksi tersebut 
telah berjanji dengan memberi keterangan sebagai berikut : 
- Bahwa  saksi  sebagai sebagai ibu Penggugat kenal 
denganTergugat  ;      
-   Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri syah, yang 
menikah  tahun 2010 dan setelah nikah sudah pernah tinggal 
bersama di rumah kontrakan di Perum Citra Purbayan Indah, 
Kelurahan Purbayan, Kecamatan Baki, Kabupaten Sukoharjo, 
kemudian di rumah Penggugat di Perum Citra Mulya II, 
 Putusan Nomor 1113/Pdt.G/2016/PA Skh. 
halaman 7 dari 13 halaman 
 
Kelurahan Purbayan, Kecamatan Baki, Kabupaten Sukoharjodan 
sudah kumpul seperti layaknya suami istri dengan dikaruniai 
seorang  anak;     
-  Bahwa semula rumah tangganya rukun dan harmonis namun                        
sejak 1 tahun lalu rumah tangga Penggugat dan                        
Tergugat tidak rukun lagi ,yaitu antara Penggugat dan Tergugat 
sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat 
cemburu kepada Penggugat yang sedang chatting dengan 
temannya, sehingga terjadi pertengkaran dan pemukulan oleh 
Tergugat kepada Penggugat. Penggugat setelah mandi difoto 
telanjang oleh Tergugat dan mengancam akan disebarkan 
kepada orang lain. Pemukulan pertama menggunakan pedang 
mainan yang semula anaknya dipukul kemudian Penggugat yang 
dipukul. Pemukulan kedua adalah Penggugat ditarik masuk ke 
kamar, sewaktu saksi berada di dapur, saksi mendengar 
Penggugat berteriak dan paginya Penggugat menunjukkan luka 
memarnya.   
-   Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat 
tinggal sampai sekarang selama 2 bulan karena Penggugat pergi 
dari rumah bersama tinggal di rumah kost, kemudian Penggugat 
pulang lagi ke rumah bersama dikarenakan Tergugat pergi 
bekerja di Magelang; 
-   Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikannya namun 
tidak berhasil ;    
SAKSI II : Saksi Ke II, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawati 
Swasta, tempat kediaman di Jl. Pisang No.15 RT 03 RW 13, 
Kelurahan Kerten, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta, saksi 
tersebut memberi keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya 
sebagai berikut : 
-   Bahwa  saksi  sebagai teman kerja Penggugat kenal dengan 
Tergugat;      
-   Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri syah, yang 
menikah  6 tahun lalu dan setelah nikah sudah pernah tinggal 
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bersama di rumah kontrakan di Perum Citra Purbayan Indah, 
Kelurahan Purbayan, Kecamatan Baki, Kabupaten Sukoharjo, 
kemudian di rumah Penggugat di Perum Citra Mulya II, 
Kelurahan Purbayan, Kecamatan Baki, Kabupaten Sukoharjodan 
sudah kumpul seperti layaknya suami istri dengan dikaruniai 
seorang  anak;     
-  Bahwa semula rumah tangganya rukun dan harmonis namun                        
sejak 5 bulan lalu rumah tangga Penggugat dan                        
Tergugat tidak rukun lagi ,yaitu berdasarkan pengaduan 
Penggugat antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi 
perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat cemburu kepada 
Penggugat yang sedang chatting dengan temannya, sehingga 
terjadi pertengkaran dan pemukulan oleh Tergugat kepada 
Penggugat. Penggugat juga menunjukkan luka memarnya di 
punggung dan tangan kepada saksi.   
-   Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat 
tinggal sampai sekarang selama 2 bulan karena Penggugat pergi 
dari rumah bersama tinggal di rumah kost, kemudian Penggugat 
pulang lagi ke rumah bersama dikarenakan Tergugat pergi 
bekerja di Magelang; 
-   Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikannya namun 
tidak berhasil;    
         Menimbang bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas, 
Penggugat   maupun Tergugat membenarkannya;   
Menimbang bahwa Penggugat akhirnya mencukupkan semua keterangan 
dan  sudah tidak mengajukan suatu apapun lagi dan hanya mohon agar 
Pengadilan Agama Sukoharjo segera menjatuhkan putusannya;    
Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua 
hal-hal yang tercatat dalam berita acara sidang dianggap telah termuat dalam 
putusan ini ;   
 PERTIMBANGAN HUKUM  
Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah 
seperti tersebut di atas;   
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Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para 
pihak yang berperkara,   tetapi usaha tersebut tidak berhasil ;   
Menimbang bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa 
Penggugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat 
Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Baki Kabupaten Sukoharjo, sesuai 
dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 183/44/V/2010 tanggal 31 Mei 2010dan 
rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, oleh karena itu 
Penggugat memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan perceraian 
sebagaimana diatur dalam pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 
jo. Pasal 73 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang sudah diubah dengan 
Undang-undang Nomor 3  tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 
2009 ;  
Menimbang bahwa sesuai dengan bukti bukti P.2 Penggugat dan 
Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan 
hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf 
(a) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) 
Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Pasal 49 huruf (a) Undang-undang 
Nomor 7 tahun 1989 yang sudah diubah Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 
dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 Peradilan Agama berwenang 
memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo ;  
Menimbang bahwa sesuai dengan bukti P.1, ternyata Penggugat adalah 
penduduk dalam wilayah hukum Kabupaten Sukoharjo dan masuk dalam 
bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-
undang Nomor 7 tahun 1989, maka perkara ini menjadi kewenangan 
Pengadilan Agama Sukoharjo ;  
Menimbang bahwa dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat 
dalam gugatan cerai ini adalah sejak Oktober 2015 rumah tangganya menjadi 
goyah karena antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi 
perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat berkata kasar dan 
bertindak kasar kepada Penggugat kemudian sejak bulan Desember  2015 
Penggugat dengan Tergugat sudah pisah kamar sampai sekarang selama 10 
bulan, meskipun masih serumah, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi 
dalam rumah tangga sebagaimana tersebut dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan 
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Pemerintahan nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum 
Islam ;   
Menimbang bahwa pada pokoknya Tergugat tidak membantah dalil-dalil 
gugatan Penggugat terutama adanya perselisihan dan percekcokan  antara 
Penggugat dengan Tergugat  ;   
Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat serta 
sebagaimana ternyata pada bukti P.2, harus dinyatakan terbukti bahwa antara 
Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah ;  
Menimbang bahwa keterangan saksi - saksi dari Penggugat  telah 
menjelaskan latar belakang bagaimana ia tahu tentang apa yang 
diterangkannya, dan pengetahuan tersebut berdasarkan penglihatan /  
pendengaran / pengalaman sendiri mengenai fakta-fakta yang diterangkannya 
serta tidak ada saksi pihak lawan yang menerangkan bahwa ia seorang yang 
berperilaku buruk (tidak bersifat adil) maka berdasarkan Pasal 171 ayat (1) dan 
Pasal 172 HIR., maka keterangan saksi tersebut dapat diterima sebagai alat 
bukti ;  
Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat atas dalil-dalil 
gugatan Penggugat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat, 
dapat terbukti bahwa  ;    
 Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 31 Mei 2010 ; 
 Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat pernah hidup      
rukun dan harmonis pernah hidup bersama di rumah kontrakan di Perum      
CitraPurbayan Indah, Kelurahan Purbayan, Kecamatan Baki, Kabupaten      
Sukoharjo, kemudian di rumah Penggugat di Perum Citra Mulya II,      
Kelurahan Purbayan, Kecamatan Baki, Kabupaten Sukoharjodan sudah      
kumpul seperti layaknya suami istri dengan dikaruniai seorang  anak;    
 Bahwa semula rumah tangganya rukun dan harmonis namun                        
sejak 1 tahun lalu rumah tangga Penggugat dan  Tergugat tidak rukun lagi 
,yaitu antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan 
pertengkaran karena Tergugat cemburu kepada Penggugat yang sedang 
chatting dengan temannya, sehingga terjadi pertengkaran dan pemukulan 
oleh Tergugat kepada Penggugat..   
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 Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal           
sampai sekarang selama 2 bulan karena Penggugat pergi dari rumah           
bersama tinggal di rumah kost, kemudian Penggugat pulang lagi ke      
rumah bersama dikarenakan Tergugat pergi bekerja di Magelang; 
 Bahwa Majelis serta pihak keluarga sudah berusaha menasehati akan      
tetapi tidak berhasil;  
Menimbang bahwa upaya untuk mendamaikan para pihak dengan cara 
meminta bantuan dan nasehat dari keluarga Penggugat dan Tergugat ternyata 
tidak berhasil juga, hal ini membuktikan bahwa rumah tangga Penggugat dan 
Tergugat telah hancur dan pecah dan tidak ada ketentraman dan kebahagiaan 
lahir dan bathin ;   
Menimbang bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil dari Kitab 
Fiqh Sunnah Juz. II halaman 248 yang berbunyi :  
 
نئاب ةقلط اهقلط   امهنيب حلا صلإا ىف ىضاقلا زجع  
    
Artinya : " Seorang Hakim tidak mampu mendamaikan keduanya, maka boleh 
menceraikannya dengan talak bain” ;  
Menimbang bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan 
tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat 
telah cukup alasan dan memenuhi ketentuan pasal 116 huruf (f) Kompilasi 
Hukum Islam dan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, 
oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan ;   
Menimbang bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-
undang Nomor 7 tahun 1989 maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan 
Agama Sukoharjo untuk mengirim salinan Putusan yang telah mempunyai 
kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan 
Agama di tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan di tempat dimana 
perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar 
yang disediakan untuk itu ;  
Menimbang bahwa sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang 
nomor 7 tahun 1989, tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan 
ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang 
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Nomor 50 tahun 2009 maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini 
dibebankan kepada Penggugat;   
Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan 
ketentuan hukum syara’ yang berkaitan dengan perkara ini ;   
 
 MENGADILI   
1.   Mengabulkan gugatan Penggugat: 
2.   Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (Tergugat)  terhadap 
Penggugat (Penggugat); 
3.    Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sukoharjo untuk mengirimkan 
salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai 
Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Baki Kabupaten 
Sukoharjo, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu; 
4.   Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah    
      Rp. 466.000,- (Empat ratus enam puluh enam ribu rupiah) ;         
 
Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 30 Januari 
2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 02 Jumadil Awal 1438 H, oleh kami 
Dra. Hj. SITI SYAMSIYAH sebagai Ketua Majelis Hakim dan NGADIMIN, SH. 
serta Drs.H. ALI WIDODO masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan 
tersebut pada hari itu juga diucapkan pada persidangan terbuka untuk umum, 
oleh ketua tersebut dengan dihadiri oleh NUR ENDANG TRI MARGAWATI, 
SH,MH. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat diluar 
hadirnya Tergugat;     
 
Hakim Anggota               Ketua Majelis Hakim,      
  
 Ttd         Ttd 
 
NGADIMIN, SH.                Dra. Hj. SITI SYAMSIYAH 
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Hakim Anggota 
     
 Ttd 
               
Drs.H. ALI WIDODO 
 
                       Panitera Pengganti  
 
Ttd 
 
   NUR ENDANG TRI MARGAWATI, SH,MH 
 
Perincian Biaya Perkara : 
1. Biaya Pendaftaran : Rp.      30.000,- 
2. Biaya Proses : Rp.      50.000,- 
3. Biaya Panggilan : Rp     375.000,- 
4. Materai : Rp.        6.000,- 
5. Redaksi : Rp.        5.000,- 
  ___________ 
Jumlah  Rp.      466.000,-  
 
 
 
 
 
 
 
 
                  
Putusan ini telah Berkekuatan Hukum Tetap 
Tanggal : 
P U T U S A N 
Nomor 1344/Pdt.G/2015/PA.Skh. 
 
ميـــــح رلا نـمـح رلا الله مــــــسـب 
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA 
 
        Pengadilan Agama Sukoharjo di Jalan Rajawali No 10 Sukoharjo  yang 
memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, 
dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai 
gugat antara: 
 
              Penggugat, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah 
Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan 
Tingkat Atas, alamat Dukuh Gabeng, RT. 03/ 
RW. 01, Desa Ngreco, Kecamatan Weru, 
Kabupaten Sukoharjo (sekarang berdomisili/ 
berkediaman di Dukuh Krebet, RT. 02/ RW. 
02, Desa Tawang, Kecamatan Weru, 
Kabupaten Sukoharjo, selanjutnya disebut 
sebagai "Penggugat"; 
LAWAN 
Tergugat, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan BTL, 
Pendidikan Strata I, alamat Dukuh Gabeng, 
RT. 03/ RW. 01, Desa Ngreco, Kecamatan 
Weru, Kabupaten Sukoharjo, selanjutnya 
disebut sebagai "Tergugat"; 
Pengadilan Agama tersebut; 
Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara; 
Setelah mendengar keterangan Penggugat, dan memeriksa alat-alat bukti di 
persidangan; 
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TENTANG DUDUK PERKARANYA 
           Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 22 
Desember 2016  yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama 
Sukoharjo Nomor 1344/Pdt.G/2015/PA.Skh. mengajukan hal-hal sebagai 
berikut : 
1. Bahwa pada tanggal 26 Juni 1997, Penggugat dengan Tergugat 
melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah 
Kantor Urusan Agama Kecamatan Weru, Kabupaten Sukoharjo, Propinsi 
Jawa Tengah (Kutipan Akta Nikah Nomor : 161/70/VI/1997 tertanggal 26 
Juni 1997). Pada saat menikah Penggugat berstatus Perawan dan 
Tergugat berstatus Jejaka; 
2. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah 
hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba’da dukhul) dan telah 
dikaruniai tiga (3) orang anak yang bernama : 
a. Anak Ke I (laki-laki, tanggal lahir 25 Mei 1999) kelas 2 SMK 
b. Anak Ke II (perempuan, tanggal lahir 07 November 2001) kelas 1 SMA. 
c. Anak Ke III (laki-laki, tanggal lahir 24 Mei 2004) kelas 6 SD 
yang sekarang ikut Penggugat; 
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat 
tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orang tua Tergugat di Dukuh 
Gabeng, RT. 03/ RW. 01, Desa Ngreco, Kecamatan Weru, Kabupaten 
Sukoharjo selama 20 tahun 6 bulan; 
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan 
harmonis dan bahagia, namun kurang lebih sejak bulan Januari tahun 
2014, rumah tangga menjadi goyah karena antara Penggugat dan Tergugat 
terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan 
akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain:  
a. Tergugat menjalin hubungan dengan perempuan lain, antara ia dan 
perempuan lain tersebut sering saling berkomunikasi melalui telpon. 
Setiap kali Tergugat menerima telpon dari perempuan lain tersebut ia 
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langsung pergi dan menemuinya. Sehingga Penggugat menjadi curiga 
lalu bertanya kepada Tergugat dan ia mengakui adanya hubungan 
tersebut; 
b. Tergugat mempunyai sifat/ perilaku temperament atau mudah marah 
dan tindak kekerasan. Setiap kali ia melihat/ mengetahui hal-hal yang 
tidak berkenan, ia marah-marah dan memukuli Penggugat. Jika 
diperingatkan Tergugat justru tambah marah; 
c. Tergugat tidak memberikan kasih sayang terhadap anak-anak. 
Seringkali Tergugat memperlakukan anak-anak secara kasar baik 
secara ucapan/ lisan maupun tindakan (memukul dan menendang); 
d. Tergugat sama sekali tidak memperdulikan Penggugat dan anak-anak, 
yakni ia lebih mementingkan diri sendiri dari pada kepentingan rumah 
tangga; 
5. Bahwa ketika perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi Tergugat 
sering membentak-bentak Penggugat dengan kata-kata kasar yang 
menyakitkan hati, Tergugat sering memukuli Penggugat bahkan Tergugat 
seringkali memukuli Penggugat dengan menggunakan alat (sapu dan 
pralon) dan Tergugat mengancam akan menyiksa Penggugat hingga 
meninggal; 
6. Bahwa para tetangga telah berupaya menasehati Tergugat dan 
mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar hidup rukun dalam rumah 
tangga, akan tetapi tidak berhasil; 
7. Bahwa sebagai akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut lebih kurang 
pada tanggal 21 Desember 2016, karena merasa takut dan trauma 
Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah orang tua 
Penggugat sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut di atas selama 2 
hari hingga sekarang. Selama itu antara Penggugat dan Tergugat tidak ada 
lagi hubungan lahir maupun batin; 
8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dalil-dalil permohonan 
cerai gugat telah berdasarkan atas hukum yang berlaku dan telah sesuai 
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dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 
serta telah sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana diatur dalam 
Pasal 19 huruf (f) dan (d) PP No. 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) dan 
(d) Kompilasi Hukum Islam; 
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat 
perkara ini; 
Berdasarkan alasan/ dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua 
Pengadilan Agama Sukoharjo Cq Majelis Hakim untuk segera memeriksa dan 
mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya 
berbunyi : 
PRIMAIR : 
1. Mengabulkan gugatan Penggugat; 
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro dari Tergugat (Tergugat) kepada 
Penggugat (Penggugat); 
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum; 
SUBSIDAIR : 
Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya; 
Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan,  
Penggugat secara pribadi menghadap persidangan, sedang Tergugat tidak 
pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil 
atau kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan nomor 
1344/Pdt.G/2016/PA.Skh. tanggal 29 Desember 2016  dan 20 Januari 2017 
Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sehingga Tergugat tidak 
dapat didengar keterangannya dan persidangan dilanjutkan dengan tanpa 
hadirnya Tergugat; 
Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Majelis Hakim telah 
berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan 
keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, tetapi usaha tersebut tidak 
berhasil, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan gugatan 
Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dan menerangkan 
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Tergugat sekarang di rumah orang Tergugat sendiri hidup serumah dengan 
perempuan lain bernama Winarti yang sudah di nikah siri sampai mempunyai 
seorang anak; 
          Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat 
telah mengajukan bukti surat berupa: 
a. Asli Surat Keterangan Domisili Penduduk yang dikeluarkan oleh Kepala 
Desa Tawang Kecamatan Weru Nomor 471/8/XII/2016, tanggal 22 
Desember 2016 yang telah bermaterai cukup, lalu diberi tanda P.1; 
b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang di keluarkan 
oleh Kabupaten Sukoharjo Nomor : 3311016312780002, tanggal 29 
Agustus  2012 yang telah bermaterai cukup, setelah dicocokkan dengan 
aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.2; 
c. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor  161/70/VI/1997, tanggal 26 Juni  1997  
yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Weru Kabupaten 
Sukoharjo, yang telah bermaterai cukup, setelah dicocokkan dengan 
aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.3; 
      Menimbang, bahwa disamping bukti surat, Penggugat telah mengajukan 
saksi-saksi sebagai berikut: 
1.  Saksi Ke I,  umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, tempat tinggal  
di Kampung Gabeng Rt.03 Rw.01, Desa Ngreco, Kecamatan Weru, 
Kabupaten Sukoharjo, memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang 
pada intinya sebagai berikut: 
- Bahwa saksi adalah adik sepupu Penggugat, dan kenal dengan 
Tergugat sejak kecil karen bertetangga RT; 
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri menikah tahun 
1977 dan sudah dikaruniai tiga orang anak ; 
- Bahwa Setelah menikah hidup bersama di rumah orang tua 
Tergugat Semula baik-baik saja namun sejak bulan Januari 2014 
mulai tidak harmonis, sering berselisih dan bertengkar; 
- Bahwa Saksi melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat 
dikarenakan Tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain sampai 
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mempunyai seorang anak, dan Tergugat tidak perhatian terhadap 
Penggugat dan kehidupan rumah tangganya; 
- Bahwa sejak  bulan Desember  2016 Penggugat  meninggalkan 
tempat tinggal bersama dan pulang ke rumah orang tua Penggugat, 
sampai sekarang sudah hidup berpisah selama 1 bulan  lebih; 
- Bahwa pertengkaran tidak sebatas mulut namun sampai ke fisik 
sakis melihat sebagian tubuh Penggugat memar dan bengkak akibat 
penganiayaan Tergugat; 
- Bahwa sejak pisah rumah Tergugat tidak pernah datang menemui 
Penggugat, dan  sudah tidak pernah komunikasi lagi; 
- Bahwa Keluarga sudah berusaha mendamaikan,  namun Penggugat 
tidak mau, karena sudah ada wanita lain dalam rumah tangganya 
dan Penggugat menghendaki cerai; 
2. Saksi Ke II, umur 32  tahun, agama Islam, pekerjaan Membuat batu bata, 
tempat tinggal  di Kampung Gabeng Rt.04 Rw.01, Desa Ngreco, 
Kecamatan Weru, Kabupaten Sukoharjo, memberikan keterangan di bawah 
sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut: 
-  Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena 
bertetangga; 
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri menikah tahun 
1977 dan sudah dikaruniai tiga orang anak ; 
- Bahwa Setelah menikah hidup bersama di rumah orang tua 
Tergugat Semula baik-baik saja namun sekitar empat tahun yang 
lalu mulai tidak harmonis, sering berselisih dan bertengkar; 
- Bahwa saksisering melihat Penggugat dan Tergugat terlibat 
pertengkaran, Tergugat selingkuh dengan wanita lain bernama 
Winarti sampai mempunyai seorang anak, dan Tergugat sudah tidak 
perhatian terhadap Penggugat dan kehidupan rumah tangganya; 
- Bahwa sejak  satu tahun yang lalu  Penggugat  meninggalkan 
tempat tinggal bersama dan pulang ke rumah orang tua Penggugat, 
sampai sekarang sudah hidup berpisah; 
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- Bahwa pertengkaran Penggugat dan Tergugat tidak sebatas perang 
mulut tapi juga fisik, saksi tahu sebagian tubuh Penggugat memar 
dan bengkak akibat pertengkaran dengan Tergugat; 
- Bahwa sejak pisah rumah Tergugat tidak pernah datang menemui 
Penggugat, Tergugat telah membiarkan, tidak memperdulikan dan  
sudah tidak pernah komunikasi lagi dengan Penggugat; 
- Bahwa Keluarga sudah berusaha mendamaikan,  namun Penggugat 
tidak mau, karena sudah ada wanita lain dalam rumah tangganya 
dan Penggugat menghendaki cerai; 
Menimbang, bahwa terhadap bukti surat dan keterangan dua orang saksi 
tersebut Penggugat mencukupkan dan menyatakan sudah tidak mengajukan 
sesuatu apapun melainkan mohon putusan; 
Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka 
ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan 
perkara ini, sebagai bagian tidak terpisahkan dari putusan ini; 
TENTANG HUKUMNYA 
Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah 
seperti diuraikan tersebut di atas; 
  Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut 
sesuai dengan ketentuan pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 
1975, tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain 
untuk menghadap di persidangan sebagai wakil atau kuasanya yang sah, serta 
tidak ternyata bahwa ketidakhadirannnya itu disebabkan oleh suatu halangan 
yang sah, oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak pernah hadir di 
muka persidangan; 
Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha  menasehati 
Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan rumah tangganya 
dengan Tergugat disetiap persidangan sebagaimana diamanatkan jo Pasal 82 
Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 
tahun 1975 yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, akan 
tetapi usaha tersebut tetap tidak berhasil sampai putusan ini dijatuhkan; 
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Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh 
karena itu sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-
Undang Nomor 7 tahun 1989, yang telah diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 50 tahun 2009 maka perkara ini menjadi kewenangan absolut 
Pengadilan Agama  Sukoharjo; 
Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan untuk 
membela haknya, maka Tergugat dianggap mengakui seluruh dalil 
permohonan Penggugat dan berdasarkan pasal 125 HIR kepada Tergugat 
harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat dikabulkan dengan verstek; 
Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan identitas dan bukti P.1 
dan P.2 telah terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di Wilayah Hukum 
Pengadilan Agama  Sukoharjo,  berdasarkan pasal 73 ayat (1) Undang Undang 
Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah terakhir dengan Undang Undang 
Nomor 50 tahun 2009, maka perkara ini menjadi kewenangan relatif 
Pengadilan Agama  Sukoharjo; 
Menimbang, bahwa berdasarkan posita gugatan Penggugat point 1 
(satu) yang didukung dengan bukti P.2 (Kutipan Akta Nikah) ternyata antara 
Penggugat dengan Tergugat telah melakukan pernikahan secara agama Islam 
dan sampai saat ini masih terikat dalam perkawinan yang sah, sebagaimana 
ketentuan Pasal 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4, 5 dan 6 
Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dan 
belum pernah bercerai, oleh karena Penggugat dan Tergugat mempunyai 
hubungan hukum sebagai suami istri yang sah, maka keduanya berkualitas 
sebagai para pihak yang beperkara; 
           Menimbang, bahwa berdasarkan posita point 2 (dua) ternyata setelah 
menikah Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri 
(ba'da dukhul) dan mempunyai tiga anak; 
Menimbang, bahwa pada pokoknya alasan Penggugat mohon diceraikan 
dari Tergugat adalah sejak Januari 2014 sering terjadi perselisihan dan 
pertengkaran dengan Tergugat karena Tergugat menjalin hubungan dengan 
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perempuan lain befnama winarti sampai mempunyai anak, Tergugat 
temperamental jika marah suka menganiaya Penggugat dan kasar pada anak 
serta mementingkan kepentingannya sendiri.  kemudian 21 Desember 2016 
Penggugat pergi meninggalkan  Tergugat pulang ke rumah orangtuanya, sejak 
itu tidak saling menjalankan kewajiban sebagai suami istri, dan Penggugat 
merasa sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali bersama 
Tergugat; 
Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir di persidangan, 
namun karena alasan gugatan cerai yang didalilkan oleh Penggugat adalah 
adanya pertengkaran yang terus menerus maka untuk memenuhi maksud 
Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 
Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim 
telah memeriksa saksi-saksi keluarga dan orang terdekat dengan Penggugat; 
           Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan 
dibawah sumpahnya yang isinya menguatkan dalil gugatan Penggugat. 
Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, Penggugat pergi meninggalkan  
Tergugat pulang ke rumah orangtuanya sebelumnya terjadi pertengkaran 
karena Tergugat menjalin hubungan dengan perempuan lain befnama winarti 
sampai mempunyai anak, sejak itu tidak saling menjalankan kewajiban sebagai 
suami istri. Keterangan kedua saksi saling bersesuaian antara yang satu 
dengan yang lain dan mendukung dalil Penggugat, sehingga secara formil 
maupun materiil dapat diterima sebagai alat bukti saksi yang sah dan 
meyakinkan, keluarga kedua belah pihak sudah pernah merukunkan tetapi 
tidak berhasil dan kedua orang saksi menyatakan sudah tidak sanggup 
merukunkan lagi, dalam hal ini ketentuan pasal Pasal 22 ayat (2) Peraturan 
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam telah 
terpenuhi; 
Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis 
berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah 
pecah sedemikian rupa, karena Tergugat sering pergi dari rumah dan 
melakukan perselingkuhan, sehingga timbul perselisihan yang terus-menerus, 
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akhirnya pisah rumah dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, oleh 
karena keadaan tersebut maka tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga / 
rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha 
Esa (vide pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974} dan atau keluarga 
yang sakinah, mawaddah, dan rahmah (vide pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) 
tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;  
 Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah 
sedemikian rupa adalah sia-sia, dan bahkan apabila dipaksakan atau dibiarkan 
keadaannya seperti sekarang ini maka justru akan menimbulkan madharat dan 
penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Penggugat, sehingga Majelis 
berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak 
dapat dipertahankan lagi; 
 Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i dari 
Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 290 yang berbunyi:  
ذإفا تبث اهوعد ىدل يضاقلا ةنيبب ةجوزلا وأ فارتعا جوزلا ناكو ءاذيلإا امم قاطي هعم ماود 
ةرشعلا نيب امهلاثمأ زجعو يضاقلا نع حلاصلإا امهنيب اهقلط ةقلط ةنئاب.  
Artinya: Apabila Hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh 
Penggugat (istri) atau Tergugat telah memberikan pengakuan, 
sedangkan hal-hal yang menjadi dakwaan Penggugat yaitu 
ketidakmampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai 
suami istri dan Hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka 
Hakim boleh memutuskan dengan talak satu bain; 
 Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka telah 
ternyata gugatan Penggugat beralasan hukum dan telah memenuhi unsur 
alasan cerai, sesuai ketentuan pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 
jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 
huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, serta gugatan tersebut tidak melawan hak, 
oleh karenanya petitum yang meminta agar perkawinan Penggugat dengan 
Tergugat diceraikan dapat dipertimbangkan; 
Menimbang, bahwa berhubung gugatan Penggugat dikabulkan karena ini 
adalah perceraian pertama antara Penggugat dan Tergugat, maka 
 hal 11 dari 12 Put No 1344/Pdt.G/2015/PA.Skh. 
berdasarkan pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam  Majelis Hakim 
dalam menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat dengan 
menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat; 
 Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (1 dan 2) Undang-
Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 50 tahun 2009, panitera Pengadilan Agama selambat-
lambatnya 30 hari setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap wajib 
mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan 
Agama yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat atau 
kepada Kantor Urusan Agama yang mencatat nikahnya dahulu, untuk diadakan 
pencatatan sebagaimana mustinya; 
           Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, 
maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah 
diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 biaya perkara 
dibebankan kepada Penggugat; 
           Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;  
M E N G A D I L I 
1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk 
menghadap sidang tidak hadir; 
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek; 
3. Menjatuhkan talak satu ba’in sughro Tergugat  (Tergugat)  terhadap 
Penggugat (Penggugat) ; 
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sukoharjo untuk mengirimkan 
salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai 
Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama   Kecamatan Weru  Kabupaten, 
Sukoharjo, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu; 
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar 
Rp. 361.000 ,- (Tiga ratus enamm puluh satu ribu rupiah) ; 
Demikian putusan ini dijatuhkan  pada hari Selasa tanggal 31  Januari 
2017 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 03 Jumadil Ula 1438 Hijriyyah, 
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berdasarkan permusyawaratan  Majelis Hakim Pengadilan Agama Sukoharjo 
yang terdiri dari  Dra.Hj.Ufik Nur Arifah Hidayati, MSI sebagai Ketua Majelis,  
Drs. Amirudin, SH dan Dra. Hj Siti Syamsiyah sebagai Hakim-Hakim Anggota 
serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka 
untuk umum dengan didampingi  oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh   
H Tukino, SH sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa 
hadirnya Tergugat; 
Ketua Majelis 
Ttd. 
Dra. Hj. UFIK NUR ARIFAH HIDAYATI, MSI. 
Hakim Anggota I                  Hakim Anggota II 
Ttd.        Ttd. 
Drs. AMIRUDIN, SH                                        Dra. Hj. SITI SYAMSIYAH 
Panitera Pengganti 
Ttd. 
H TUKINO, SH 
Perincian Biaya Perkara : 
1. Pendaftaran                                                : Rp   30.000,- 
2. Biaya Proses                                              : Rp   50.000,- 
3. Panggilan                                                    : Rp.270.000,- 
4. Redaksi                                                       : Rp     5.000,- 
5. Meterai                                                        : Rp     6.000,- 
   Jumlah                                                           Rp 361.000,- 
(Tiga ratus enamm puluh satu ribu rupiah) 
